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ABSTRAK 

Fenomena bencana rob yang melanda wilayah pesisir utara Kabupaten 

Demak, khususnya di Desa Sidogemah, telah menimbulkan dampak serius terhadap 

keberadaan hak atas tanah masyarakat. Banyak tanah milik warga yang tenggelam 

secara permanen dan kehilangan fungsi ekonomis maupun sosialnya, sementara 

secara administratif masih tercatat aktif dalam sistem pertanahan. Kondisi ini 

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah yang kehilangan objek 

haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak atas 

tanah yang musnah akibat bencana rob, bentuk perlindungan hukum yang diberikan 

kepada pemilik tanah, serta upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh dalam 

kerangka hukum pertanahan Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan 

spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat 

pemerintah setempat, pemilik tanah terdampak, serta pejabat Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Kabupaten Demak, disertai kajian terhadap peraturan perundang-

undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan data 

empiris di lapangan dan ketentuan hukum positif guna memperoleh gambaran utuh 

mengenai perlindungan hukum terhadap tanah yang musnah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis hak milik atas tanah 

yang musnah akibat rob dianggap hapus karena objeknya telah hilang dan berubah 

menjadi wilayah laut yang dikuasai negara. Namun secara administratif, banyak 

sertifikat masih tercatat aktif sehingga menimbulkan dualitas hukum dan 

ketidakpastian bagi masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat 

normatif dan belum menyentuh aspek keadilan substantif. Oleh karena itu, 

diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif melalui pengaturan teknis mengenai 

penetapan tanah musnah, mekanisme kompensasi, serta pemberian tanah pengganti 

bagi korban bencana rob. 

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Tanah musnah, Bencana rob, Hukum 

pertanahan. 
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ABSTRACT 

 

The tidal flood disaster (rob) that struck the northern coastal area of Demak 

Regency, particularly in Sidogemah Village, has caused serious impacts on land 

ownership rights. Many privately owned lands have been permanently submerged 

and lost their economic and social functions, while administratively they remain 

registered as active parcels in the land administration system. This condition has 

created legal uncertainty for landowners who have lost the physical existence of 

their land. This study aims to analyze the legal status of land rights that have 

perished due to the tidal flood, the forms of legal protection provided to affected 

landowners, and the possible legal remedies within Indonesia’s land law 

framework. 

This research employs a juridical-sociological approach with a descriptive-

analytical specification. The data were collected through interviews with local 

government officials, affected landowners, and officers from National Land Agency 

(BPN) of Demak Regency, supported by an examination of relevant laws and 

regulations such as Law No. 5 of 1960 and Government Regulation No. 24 of 1997. 

The analysis was conducted qualitatively by correlating empirical data with 

existing legal norms to provide a comprehensive understanding of legal protection 

for perished land. 

The results indicate that legally, ownership rights over land that have 

perished due to tidal flooding are considered extinguished, as the land physically 

no longer exists and becomes part of the state-controlled maritime area. However, 

administratively, many land certificates remain active, resulting in legal dualism 

and uncertainty for the affected community. Legal protection remains normative 

and has yet to address substantive justice. Therefore, adaptive legal policies are 

needed through technical regulations on the determination of perished land, 

compensation mechanisms, and land replacement schemes for victims of tidal flood 

disasters. 

 

Keywords: Legal protection, perished land, tidal flood, land law. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia, dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah 

perairan yang lebih luas dibandingkan daratan.1 Kondisi geografis ini 

menjadikan Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan tersebar 

di berbagai pulau besar maupun kecil. Di satu sisi, wilayah pesisir menyimpan 

potensi sumber daya alam yang besar dan menjadi tumpuan hidup bagi 

masyarakat, khususnya dalam bidang perikanan, pertanian pesisir, serta 

permukiman. Namun di sisi yang lain, karakteristik wilayah pesisir juga 

menjadikan kawasan ini sangat rentan terhadap ancaman bencana alam, salah 

satunya adalah banjir rob atau banjir pasang air laut. 

Fenomena rob, merupakan peristiwa masuknya air laut ke daratan yang 

disebabkan oleh pasang air laut yang tinggi, serta diperparah oleh penurunan 

muka tanah (land subsidence), perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan 

pesisir.2 Rob bukan lagi peristiwa musiman semata, melainkan telah menjadi 

bencana yang terjadi secara berulang dan cenderung permanen di sejumlah 

wilayah pesisir Indonesia. Dampak rob tidak hanya berupa genangan air 

sementara, tetapi juga menyebabkan perubahan fisik wilayah daratan tersebut, 

seperti tenggelamnya lahan, rusaknya infrastruktur, serta hilangnya fungsi tanah 

sebagai media kehidupan manusia. 

 
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2 Budi Winarno, 2017, Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta: CAPS. 
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Daerah rob, Wilayah pesisir utara Pulau Jawa merupakan salah satu 

kawasan yang paling terdampak oleh bencana rob. Kota Semarang, Pekalongan, 

dan Kabupaten Demak merupakan contoh nyata daerah yang mengalami rob 

secara terus-menerus dalam kurun waktu yang panjang. Di Kabupaten Demak, 

khususnya Kecamatan Sayung, rob telah menyebabkan perubahan drastis 

terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat. Kawasan yang sebelumnya 

berupa permukiman padat dan lahan pertanian produktif, kini berubah menjadi 

wilayah yang tergenang air laut secara permanen. Tanah-tanah yang dulunya 

dapat dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan mata pencaharian masyarakat 

setempat, kini sebagian besar tidak lagi terlihat secara fisik atau kehilangan 

fungsi ekonomis serta sosialnya. 

Kondisi ini menimbulkan persoalan yang serius, terutama bagi masyarakat 

pesisir Sayung Demak, yang secara turun-temurun memiliki dan menguasai 

tanah di wilayah tersebut. Hilangnya tanah akibat rob, tidak hanya berdampak 

pada aspek lingkungan, tetapi juga memunculkan persoalan hukum yang 

kompleks. Tanah sebagai objek hak dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, 

memiliki kedudukan yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan 

hak dasar warga negara untuk hidup yang layak, bertempat tinggal, dan 

memperoleh penghidupan. 

Dalam hukum nasional, tanah merupakan objek hak yang diakui dan 

dilindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).3 UUPA 

 
3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
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menegaskan bahwa negara menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah 

yang dimiliki oleh warga negara, sepanjang hak tersebut diperoleh dan 

digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-

undangan.4 Hak atas tanah, khususnya hak milik, merupakan hak yang bersifat 

kuat dan penuh, serta memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk 

menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut bagi kepentingan hidupnya. 

Jaminan perlindungan hukum hak atas tanah, menghadapi tantangan ketika 

tanah yang menjadi objek hak mengalami kerusakan yang berat atau bahkan 

musnah akibat bencana alam. Bencana rob, tanah yang sebelumnya menjadi 

objek hak milik dapat tenggelam dan berubah menjadi wilayah perairan laut, 

sehingga fisiknya tidak dapat untuk dimanfaatkan. Kondisi ini menimbulkan 

pertanyaan mendasar mengenai status hukum hak atas tanah tersebut, apakah 

haknya tetap melekat pada pemilik semula, hapus karena objeknya yang 

musnah, ataukah dapat dimintakan kembali apabila di kemudian hari terjadi 

perubahan kondisi geografis, seperti reklamasi ataupun surutnya air laut. 

Permasalahan mengenai tanah musnah akibat bencana alam, sebenarnya 

telah dikenal dalam hukum pertanahan di Indonesia.5 UUPA dan peraturan 

pelaksananya, memberikan ketentuan bahwa hak atas tanah dapat hapus apabila 

tanahnya musnah. Dalam praktiknya, penafsiran mengenai konsep “tanah 

musnah” tidaklah mudah dan sering menimbulkan perbedaan pandangan, baik 

di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun aparat pertanahan. Dalam 

 
4 Boedi Harsono, 2022. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan. 
5 Adrian Sutedi, 2021, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika. 
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kasus rob di Sayung Demak, tanah tidak serta-merta hilang akibat peristiwa 

alam yang tiba-tiba, melainkan tenggelam secara perlahan dan bertahap dalam 

jangka waktu yang panjang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 

masyarakat, karena secara administratif mereka masih tercatat sebagai 

pemegang hak, akan tetapi secara faktual tanahnya sudah tidak dapat 

dimanfaatkan lagi. 

Secara filosofis, perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah 

merupakan perwujudan dari nilai keadilan sosial yang sebagaimana tercantum 

dalam Pancasila, khususnya dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.6 Tanah bukan hanya sekadar benda yang bernilai 

ekonomis, melainkan memiliki fungsi sosial yang berkaitan erat dengan harkat 

dan martabat manusia. Ketika masyarakat kehilangan tanah akibat bencana rob, 

negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memberikan 

perlindungan serta keadilan bagi masyarakat, agar masyarakat tidak menjadi 

korban berlapis dari bencana alam dan ketidakpastian hukum. 

Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap hak atas tanah telah diatur 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain UUPA, terdapat 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang 

bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 

pemegang hak atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah.7 Di samping itu, 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

 
6 Gustav Radbruch, 2019, Legal Philosophy. London: Routledge. 
7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
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Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, juga mengatur 

mekanisme penyelesaian permasalahan pertanahan, termasuk sengketa dan 

konflik yang timbul akibat perubahan kondisi fisik tanah.8 

Dalam praktiknya, peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya mampu 

menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir yang tanahnya 

musnah akibat rob. Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, banyak 

masyarakat yang masih memegang sertifikat hak milik atas tanah yang secara 

fisik sudah tenggelam. Sertifikat tersebut secara hukum masih ada dan sah, 

tetapi objek tanahnya tidak lagi terlihat jelas batas-batasnya. Kondisi ini 

menimbulkan dilema, baik bagi masyarakat sebagai pemegang hak maupun 

bagi pemerintah sebagai penyelenggara administrasi pertanahan. 

Secara sosiologis, dampak rob terhadap tanah masyarakat Sayung sangat 

besar dan kompleks.9 Hilangnya tanah juga berarti hilangnya tempat tinggal, 

lahan usaha, serta sumber penghidupan. Banyak warga yang terpaksa 

meninggalkan kampung halamannya dan berpindah ke daerah lain tanpa 

jaminan kehidupan yang lebih baik. Hilangnya tanah juga memicu masalah 

sosial yang lain, seperti kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, serta 

menurunnya kualitas hidup masyarakat pesisir. Dalam kondisi ini, 

ketidakjelasan status hukum atas tanah semakin memperparah penderitaan 

masyarakat, karena mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk 

menuntut ganti kerugian atau bentuk perlindungan yang lainnya. 

 
8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. 
9 Data dan laporan lapangan mengenai banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. 
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Masyarakat pesisir Sayung Demak, pada umumnya merupakan kelompok 

masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan akses terhadap informasi 

hukum. Ketika tanah mereka tenggelam akibat rob, tidak semua masyarakat 

memahami hak dan kewajiban hukum yang melekat pada kondisi tersebut. 

Sebagian masyarakat, beranggapan bahwa hilangnya tanah berarti hilangnya 

seluruh hak mereka, sementara sebagian lainnya masih berharap dapat 

mempertahankannya atau memperoleh kembali hak atas tanah tersebut di masa 

depan. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 

norma hukum yang tertulis dengan realita sosial yang dihadapi masyarakat. 

Negara memilik peran yang sangat penting, untuk memberikan kepastian 

dan perlindungan hukum. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menetapkan 

aturan mengenai hapusnya hak atas tanah akibat tanah yang musnah, akan tetapi 

juga harus mempertimbangkan dari aspek keadilan sosial dan kemanusiaan bagi 

masyarakat yang terdampak bencana rob.  

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bentuk 

perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang musnah akibat bencana rob, 

khususnya di desa Sidogemah Sayung Demak. Kajian ini tidak hanya penting 

untuk memahami bagaimana ketentuan hukum positif yang mengatur status hak 

atas tanah yang musnah, tetapi juga untuk menelaah sejauh mana hukum 

mampu memberikan keadilan dan kepastian bagi masyarakat pesisir yang 

kehilangan tanahnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan 
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pertanahan yang timbul akibat rob, serta alternatif kebijakan hukum pertanahan 

yang lebih responsif terhadap kondisi sosial pada masyarakat pesisir. 

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian 

lebih lanjut di desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dengan 

judul Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Musnah Akibat Bencana 

Rob di Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berikut merupakan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Bagaimana kedudukan hukum hak atas tanah yang musnah akibat bencana 

rob? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang musnah 

akibat bencana rob menurut hukum pertanahan di Indonesia? 

3. Bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap tanah yang hilang atau 

tenggelam akibat rob? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki  beberapa tujuan penelitian, diantaranya yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum tanah yang musnah 

akibat bencana rob. 

2. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang 

kehilangan tanah akibat bencana rob. 
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3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh 

pemilik tanah dan pemerintah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat dua jenis manfaat, diantaranya yaitu: 

1 Manfaat Teoritis  

Secara Teoritis, Memberikan kontribusi secara ilmiah dalam 

pengembangan ilmu hukum agraria, khususnya mengenai perlindungan hak 

atas tanah yang hilang atau musnah karena faktor alam. 

2 Manfaat Praktis 

Secara Praktis, Dapat memberikan masukan kepada pemerintah, 

khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam menyusun kebijakan 

yang berlandaskan keadilan bagi masyarakat terdampak rob. 

 

E. Terminologi 

Berikut beberapa terminologi yang ada pada penelitian ini, diantaranya yaitu: 

1 Perlindungan Hukum 

Segala upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum kepada warga negara dalam mempertahankan haknya.10 

 

 

2 Pemilik Tanah  

 
10  Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 



9 
 

Subjek hukum yang memiliki hak atas tanah berdasarkan ketentuan UUPA, 

baik perseorangan maupun badan hukum.11 

3 Musnah 

Keadaan di mana tanah tidak lagi dapat digunakan atau diidentifikasi secara 

fisik karena tenggelam, hilang, atau berubah bentuk akibat faktor alam.12 

4 Bencana Rob 

Banjir pasang air laut yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut ke 

daratan secara periodik dan berdampak terhadap lahan pesisir.13 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu 

pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma hukum 

tertulis (law in books), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut 

diterapkan dan berfungsi dalam realitas sosial (law in action). Pendekatan 

ini digunakan untuk memahami secara komprehensif status dan 

perlindungan hukum atas hak atas tanah yang musnah akibat bencana rob, 

dengan melihat keterkaitan antara ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan kondisi faktual yang terjadi di lapangan.14 

 
11 Boedi Harsono, 2016, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan 

Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan. 
12 Badan Bahasa, Kemdikbud, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V). Jakarta: Badan 

Bahasa, Kemdikbud. 
13 BMKG, 2022, Laporan Fenomena Rob di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tahun 2022. Jakarta: 

BMKG. 
14 Soerjono Soekanto, 2019, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual 

mengenai ketentuan hukum agraria yang berlaku, sekaligus menganalisis 

penerapannya dalam praktik mengenai tanah yang mengalami kemusnahan 

akibat rob. Analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh 

mengenai implikasi yuridis terhadap hak atas tanah serta bentuk 

perlindungan hukum bagi pemegang hak.15 

3. Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer 

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari 

objek yang sedang diteliti, serta dari pihak yang berwenang memberikan 

informasi. Sumber data primer dapat berupa kata-kata maupun perilaku 

yang diamati atau diperoleh melalui wawancara secara langsung di 

lapangan.16 

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara 

dengan pihak-pihak yang terkait, antara lain pemilik tanah yang 

terdampak bencana rob, aparat pemerintah setempat, serta pejabat pada 

instansi pertanahan. Data tersebut digunakan untuk memperoleh 

gambaran faktual mengenai kondisi tanah yang musnah akibat rob serta 

 
15 Amiruddin & Zainal Asikin, 2020, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo 

Persada. 
16 Burhan Bungin, 2013, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group. 
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permasalahan hukum yang timbul berkaitan dengan hak atas tanah 

tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui inventarisasi 

dokumen resmi yang kemudian dicatat berdasarkan keterkaitannya 

dengan pokok permasalahan penelitian. Selain data utama, data 

tambahan berupa dokumen dan bahan pustaka juga diperlukan sebagai 

sumber data sekunder. 

Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dan 

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori bahan hukum sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki 

kekuatan hukum mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-

undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 

c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa 

d) Peraturan Pemerintah dan kebijakan teknis di bidang pertanahan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 
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Bahan hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang 

memberikan penjelasan dan informasi pendukung terhadap bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi 

buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel, arsip, 

karya para ahli, serta sumber dari internet yang berkaitan dengan 

permasalahan hukum pertanahan, khususnya mengenai 

perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang terdampak 

bencana alam rob. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier, berupa bahan pendukung yang 

membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti kamus 

hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lainnya yang 

relevan dengan penelitian ini.17 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui pendekatan yuridis sosiologis, yakni 

melakukan wawancara dengan kepala desa atau pejabat terkait secara 

langsung serta mengkajinya secara literatur yang relevan dengan topik 

penelitian. 

 

5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis yuridis sosiologis, 

yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan 

 
17 Sudikno Mertokusumo, 2019, Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty. 
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mengaitkannya dengan data empiris hasil wawancara serta doktrin hukum 

yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara 

norma hukum dan realitas sosial, serta untuk menarik kesimpulan mengenai 

status hukum hak atas tanah yang musnah akibat rob dan bentuk 

perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak.18 

G. Sistematika Penulisan 

1. BAB I Pendahuluan 

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

terminologi, metode, jadwal penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II Tinjauan Pustaka  

Membahas Konsep Perlindungan Hukum, Konsep Hak Atas Tanah dalam 

Hukum Agraria Indonesia, Hapusnya Hak Atas Tanah Menurut Hukum 

Positif, Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah yang Musnah, dan 

Perlindungan Hak Milik atas Tanah dalam Perspektif Islam. 

3. BAB III Pembahasan 

Kedudukan Hukum Tanah yang Musnah Akibat Rob, dan Analisis 

Perlindungan Hukum dan Upaya Penyelesaian Hukum 

4. BAB IV Penutup 

Kesimpulan dan Saran. 

 
18 Peter Mahmud Marzuki, 2021, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Perlindungan Hukum 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum, merupakan salah satu prinsip fundamental dalam 

penyelenggaraan negara hukum. Dalam negara yang berdasarkan hukum, 

setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus dilandaskan pada 

hukum yang berlaku. Perlindungan hukum, bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak warga negara serta mencegah terjadinya tindakan 

sewenang-wenang, baik oleh penguasa maupun oleh pihak lain yang dapat 

merugikan kepentingan hukum seseorang. 

Menurut Philipus M. Hadjon,19 perlindungan hukum adalah 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta pengakuan 

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum, tidak 

hanya dimaknai sebagai upaya penegakan hukum setelah terjadi 

pelanggaran, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran hak sejak awal. 

Dalam hukum nasional, konsep perlindungan hukum tidak dapat 

dilepaskan dari asas negara hukum (rechtsstaat), yang sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia 

 
19 Philipus M. Hadjon, 2019, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Peradaban. 
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adalah negara hukum, sehingga negara memiliki kewajiban konstitusional 

untuk melindungi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. 

Perlindungan hukum, menjadi sarana yang penting untuk mewujudkan 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.20 

Perlindungan hukum, juga berkaitan erat dengan keberadaan norma 

hukum yang jelas, tegas, dan dapat dilaksanakan. Hukum yang baik, harus 

mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan 

aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam hal ini, perlindungan hukum 

tidak hanya bergantung pada substansi hukum saja, tetapi juga pada struktur 

hukum dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.21 Apabila 

salah satu unsur tersebut tidak berfungsi secara optimal, maka perlindungan 

hukum tidak akan tercapai secara maksimal. 

Menurut hukum perdata dan hukum administrasi, perlindungan hukum 

memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam melindungi hak-hak 

keperdataan masyarakat, termasuk hak atas tanah. Tanah sebagai objek hak 

memiliki nilai strategis, karena berkaitan langsung dengan kehidupan 

manusia, baik sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, maupun 

identitas sosial. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan 

hukum yang memadai kepada masyarakat terhadap hak atas tanah, agar 

tidak mudah hilang atau dirampas tanpa dasar hukum yang sah. 

 
20 Fakultas Hukum UNISSULA, 2023, Analisis Kedudukan Tanah Pesisir akibat Bencana Rob. 

Jurnal Hukum dan Pembangunan, 7(1), 45. Semarang: UNISSULA Press. 
21 Lawrence M. Friedman, 2018, The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell 

Sage Foundation. 
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Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, menjadi semakin penting 

ketika hak tersebut terancam atau hilang akibat faktor di luar kehendak 

manusia, seperti bencana alam. Dalam kondisi ini, masyarakat berada pada 

posisi yang lemah dan rentan, sehingga membutuhkan peran aktif negara 

untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum. Perlindungan hukum, 

tidak boleh hanya dipahami secara formal melalui keberadaan sertifikat atau 

dokumen hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi faktual dan 

sosial yang dialami oleh pemegang hak tersebut. 

Secara teoritis, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya 

sistematis untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan 

kepentingan umum. Hukum, tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol 

sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kelompok masyarakat 

yang lemah dan terdampak oleh keadaan tertentu. Dalam pembahasan tanah 

yang musnah akibat bencana rob, perlindungan hukum menjadi instrumen 

yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan hak 

dan martabatnya secara tidak adil. 

Dengan ini, perlindungan hukum dapat disimpulkan sebagai 

keseluruhan upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum 

dan kelembagaan untuk menjamin pengakuan, penghormatan, dan 

pemenuhan hak-hak warga negara. Konsep ini menjadi landasan yang 

utama dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik tanah 

yang musnah akibat bencana rob, khususnya di wilayah pesisir seperti 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 
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2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum, pada dasarnya dapat diwujudkan dalam berbagai 

bentuk, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek 

hukum. Bentuk perlindungan hukum ini, disesuaikan dengan karakter 

permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat serta posisi negara 

sebagai penjamin kepastian dan keadilan hukum. Dalam literatur hukum, 

perlindungan hukum umumnya dipahami tidak hanya sebagai tindakan 

represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai langkah antisipatif 

untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak. 

Bentuk perlindungan hukum, yang paling mendasar adalah 

perlindungan melalui peraturan perundang-undangan. Keberadaan norma 

hukum tertulis, berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dan pemerintah 

dalam bertindak. Norma hukum tersebut, memberikan batasan mengenai 

apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sekaligus menetapkan 

konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Dalam pembahasan hak 

atas tanah, perlindungan melalui peraturan perundang-undangan 

diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan 

pelaksanaannya. 

Selain melalui regulasi, perlindungan hukum juga diwujudkan melalui 

kelembagaan negara, khususnya lembaga peradilan dan lembaga 

administrasi. Lembaga peradilan, berperan memberikan perlindungan 

hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik sengketa antara 
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warga negara maupun antara warga negara dengan pemerintah. Putusan 

pengadilan, menjadi sarana untuk memulihkan hak yang dilanggar serta 

memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan.22 

Dalam bidang pertanahan, lembaga administrasi seperti Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), memiliki peran strategis dalam memberikan 

perlindungan hukum.23 Melalui sistem pendaftaran tanah, penerbitan 

sertifikat, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan, BPN juga 

berfungsi untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah 

yang dimiliki oleh masyarakat. Perlindungan administratif, sangat penting 

karena sebagian besar permasalahan pertanahan berawal dari ketidakjelasan 

data yuridis dan data fisik tanah.24 

Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah perlindungan melalui 

kebijakan dan tindakan pemerintah. Pemerintah tidak hanya bertindak 

sebagai pembentuk hukum, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan publik 

yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam situasi tertentu, 

seperti bencana alam, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah-

langkah khusus guna melindungi masyarakat yang terdampak, termasuk 

masyarakat yang kehilangan tanah akibat bencana rob. Kebijakan relokasi, 

 
22 Sudikno Mertokusumo, 2020, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma 

Pustaka. 
23 Pramono, A, 2021, Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Perlindungan Hukum Kepemilikan 

Tanah di Indonesia. Jurnal Akta, 8(2), 215–224. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). 
24 Fakultas Hukum UNISSULA, 2022, Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pemegang 

Sertifikat Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir. Jurnal Hukum dan Kenegaraan UNISSULA, 9(2), 

118–130. 
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bantuan sosial, maupun program pemulihan wilayah merupakan bagian dari 

bentuk perlindungan hukum dalam arti luas. 

Bentuk perlindungan hukum, dapat dipahami sebagai suatu sistem yang 

terdiri dari norma hukum, lembaga hukum, dan kebijakan publik yang 

saling berkaitan. Ketiganya harus berjalan secara sinergis agar perlindungan 

hukum dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Apabila salah satu 

unsur tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka tujuan perlindungan 

hukum tidak akan tercapai secara optimal. 

3. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif 

Perlindungan hukum secara teoritis, dapat dibedakan menjadi dua 

bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan 

hukum represif. Pembagian ini penting, untuk memahami bagaimana 

hukum bekerja dalam mencegah serta menanggulangi pelanggaran hak yang 

dialami oleh masyarakat. 

Perlindungan hukum preventif, bentuk perlindungan yang bertujuan 

untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum sengketa atau konflik 

muncul. Perlindungan ini, diwujudkan melalui pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh 

masyarakat. Dengan adanya aturan yang tegas, masyarakat dapat 

mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya, sehingga potensi terjadinya 

pelanggaran dapat diminimalisir.25 

 
25 Philipus M. Hadjon, 2019, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Peradaban. 
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Dalam pertanahan, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui 

sistem pendaftaran tanah, pengaturan mengenai perolehan dan peralihan hak 

atas tanah, serta penetapan batas-batas tanah secara administratif. Sertifikat 

hak atas tanah, berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan memberikan rasa 

aman bagi pemegang hak. Namun, dalam kasus tanah yang terdampak 

bencana rob, perlindungan preventif sering kali belum mampu 

mengantisipasi perubahan kondisi fisik tanah yang terjadi secara bertahap 

dan permanen. 

Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk 

perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak atau 

sengketa hukum. Perlindungan ini, bertujuan untuk menyelesaikan konflik, 

memulihkan hak yang dilanggar, serta memberikan sanksi kepada pihak 

yang bertanggung jawab. Mekanisme perlindungan represif, dapat 

ditempuh melalui jalur peradilan maupun melalui penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase.26 

Dalam pembahasan tanah yang musnah akibat rob, perlindungan 

hukum represif menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Sengketa 

yang timbul, tidak selalu melibatkan pihak lain yang secara langsung 

melanggar hak, melainkan berkaitan dengan perubahan kondisi alam yang 

berada di luar kendali manusia. Akibatnya, mekanisme penyelesaian hukum 

yang bersifat represif sering kali tidak mampu memberikan solusi yang adil 

dan komprehensif bagi pemilik tanah yang terdampak. 

 
26 Yahya Harahap, 2021, Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. 
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Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang 

musnah akibat bencana rob, memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan 

berorientasi pada keadilan substantif. Perlindungan hukum, tidak boleh 

hanya berfokus pada aspek formal dan prosedural, tetapi juga harus 

mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan masyarakat 

yang kehilangan tanahnya. Dengan mengintegrasikan perlindungan 

preventif dan represif secara seimbang, diharapkan hukum dapat 

memberikan kepastian sekaligus keadilan bagi masyarakat pesisir yang 

terdampak bencana rob. 

 

B. Konsep Hak Atas Tanah dalam Hukum Agraria Indonesia 

1. Pengertianl lHakl lAtasl lTanah 

Hakl latasl ltanah,l lmerupakanl lsalahl lsatul lkonsepl lsentrall ldalaml lhukuml 

lagrarial lIndonesia.l lKeberadaanl lhakl latasl ltanah,l lmenjadil ldasarl lhubunganl 

lhukuml lantaral lmanusial lsebagail lsubjekl lhukuml ldenganl ltanahl lsebagail lobjekl 

lhukum.l lHubunganl lhukuml ltersebut,l lmemberikanl lkewenanganl ltertentul 

lkepadal lpemegangl lhakl luntukl lmenggunakan,l lmemanfaatkan,l ldanl 

lmengambill lhasill ldaril ltanahl lsesuail ldenganl ljenisl lhakl lyangl ldimilikinyal lsertal 

lketentuanl lperaturanl lperundang-undanganl lyangl lberlaku. 

Dalaml lsisteml lhukuml lagrarial lnasional,l lpengertianl lhakl latasl ltanahl ltidakl 

ldapatl ldilepaskanl ldaril lketentuanl lUndang-Undangl lNomorl l5l lTahunl l1960l 

ltentangl lPeraturanl lDasarl lPokok-Pokokl lAgrarial l(UUPA).l lPasall l4l layatl l(1)l 

lUUPA,l lmenyatakanl lbahwal lberdasarkanl lhakl lmenguasail ldaril lnegara,l 
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lditentukanl ladanyal lmacam-macaml lhakl latasl lpermukaanl lbumil lyangl ldapatl 

ldiberikanl lkepadal ldanl ldipunyail lolehl lorang-orang,l lbaikl lsendiril lmaupunl 

lbersama-samal ldenganl lorangl llain,l lsertal lbadan-badanl lhukum.l lKetentuanl 

lini,l lmenegaskanl lbahwal lhakl latasl ltanahl lpadal lhakikatnyal lbersumberl ldaril 

lhakl lmenguasail lnegara. 

Menurutl lBoedil lHarsono,27
l lhakl latasl ltanahl ladalahl lhakl lyangl 

lmemberikanl lkewenanganl lkepadal lpemegangnyal luntukl lmenggunakanl 

ltanahl lyangl lbersangkutan,l ltermasukl ltubuhl lbumi,l lair,l ldanl lruangl ldil latasnya,l 

lsepanjangl ldiperlukanl luntukl lkepentinganl lyangl llangsungl lberhubunganl 

ldenganl lpenggunaanl ltanahl ltersebut.l lDenganl lini,l lhakl latasl ltanahl ltidakl lhanyal 

lmencakupl lpermukaanl ltanahl lsemata,l ltetapil ljugal lunsur-unsurl llainl lyangl 

lmelekatl ldanl ldiperlukanl luntukl lpemanfaatannya. 

Hakl latasl ltanah,l lmemilikil lkarakterl lsebagail lhakl lkebendaan,l lyangl 

lberartil lhakl ltersebutl lbersifatl labsolutl ldanl ldapatl ldipertahankanl lterhadapl 

lsiapal lpun.l lNamun,l lsifatl labsolutl ltersebutl ltidakl lbersifatl ltanpal lbatas,l lkarenal 

lpelaksanaanl lhakl latasl ltanahl lharusl lmemperhatikanl lfungsil lsosiall ltanahl 

lsebagaimanal ldiaturl ldalaml lPasall l6l lUUPA.l lPrinsipl linil lmenegaskanl lbahwal 

lsetiapl lhakl latasl ltanahl lmengandungl lkewajibanl luntukl lmemperhatikanl 

lkepentinganl lmasyarakatl ldanl lnegara. 

Dalaml lpraktiknya,l lhakl latasl ltanahl ljugal lberfungsil lsebagail linstrumenl 

lperlindunganl lhukuml lbagil lpemegangl lhak.l lDenganl ladanyal lhakl latasl ltanahl 

 
27

l lBoedil lHarsono,l l2022,l lHukuml lAgrarial lIndonesia:l lSejarahl lPembentukanl lUndang-Undangl 

lPokokl lAgraria,l lIsi,l ldanl lPelaksanaannya.l lJakarta:l lDjambatan. 
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lyangl ldiakuil lsecaral lhukum,l lpemegangl lhakl lmemperolehl lkepastianl ldanl 

ljaminanl lhukuml latasl lpenguasaanl ldanl lpemanfaatanl ltanahnya.l lOlehl lkarenal 

litu,l lpengaturanl lmengenail lhakl latasl ltanahl lmenjadil lsangatl lpenting,l lterutamal 

ldalaml lsituasil lketikal ltanahl ltersebutl lmenghadapil lancamanl lkehilanganl lataul 

lkemusnahanl lakibatl lfaktorl lalaml lsepertil lbencanal lrob. 

2. Jenis-Jenisl lHakl lAtasl lTanahl lMenurutl lUUPA 

UUPA,l lmengaturl lberbagail ljenisl lhakl latasl ltanahl lyangl ldapatl ldimilikil 

lolehl lsubjekl lhukum.l lPengaturanl linil lbertujuanl luntukl lmemberikanl lkepastianl 

lmengenail lbentukl lkewenanganl lyangl lmelekatl lpadal lmasing-masingl lhakl 

lsertal lbatasanl lpenggunaannya.l lJenis-jenisl lhakl latasl ltanahl ltersebutl ldiaturl 

lsecaral llimitatifl ldalaml lPasall l16l layat (1)l lUUPA. 

Hakl latasl ltanahl lyangl ldiaturl ldalaml lUUPAl lantaral llainl lmeliputi: 

1) Hakl lMilik 

2) Hakl lGunal lUsaha 

3) Hakl lGunal lBangunan 

4) Hakl lPakai 

5) Hakl lSewal luntukl lBangunan 

6) Hakl lMembukal lTanah 

7) Hakl lMemungutl lHasill lHutan 

Selainl lhak-hakl ltersebut,l lUUPAl ljugal lmembukal lkemungkinanl ladanyal 

lhakl llainl lyangl lakanl lditetapkanl ldenganl lundang-undangl lsertal lhak-hakl lyangl 

lbersifatl lsementara.l lPengelompokanl lhakl latasl ltanahl lini,l lmenunjukkanl 

lbahwal lhukuml lagrarial lIndonesial lmengakuil ladanyal lperbedaanl lkepentinganl 
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ldanl lfungsil ldalaml lpemanfaatanl ltanah,l lbaikl luntukl lkepentinganl lperoranganl 

lmaupunl lkepentinganl lumum. 

Daril lberbagail ljenisl lhakl latasl ltanahl ltersebut,l lhakl lmilikl lmerupakanl lhakl 

lyangl lpalingl lkuatl ldanl lpenuh.l lHakl lmilik,l lmemberikanl lkewenanganl lyangl 

lluasl lkepadal lpemegangnyal luntukl lmenggunakanl ldanl lmemanfaatkanl ltanah,l 

lselamal ltidakl lbertentanganl ldenganl lketentuanl lhukuml ldanl lkepentinganl 

lumum.l lHakl lmilik,l lmenjadil lfokusl lutamal lkarenal lsebagianl lbesarl ltanahl 

lmasyarakatl lpesisirl lSayungl lDemakl lyangl lterdampakl lrobl lberstatusl lsebagail 

ltanahl lhakl lmilik. 

Pengaturanl ljenisl lhakl latasl ltanah,l ljugal lberkaitanl leratl ldenganl ljangkal 

lwaktul lpenguasaanl ltanah.l lHakl lmilik,l lbersifatl lturun-temurunl ldanl ltidakl 

ldibatasil lolehl ljangkal lwaktul ltertentu,l lsedangkanl lhakl lgunal lusaha,l lhakl lgunal 

lbangunan,l ldanl lhakl lpakail lmemilikil ljangkal lwaktul ltertentul lsebagaimanal 

lditentukanl ldalaml lperaturanl lperundang-undangan.l lPerbedaanl linil 

lberimplikasil lpadal ltingkatl lperlindunganl lhukuml lyangl ldiberikanl lkepadal 

lmasing-masingl lpemegangl lhak. 

3. Hakl lMilikl latasl lTanah 

Hakl lmilikl latasl ltanah,l lmerupakanl lhakl lyangl lpalingl lsempurnal 

ldibandingkanl ldenganl lhak-hakl latasl ltanahl llainnya.l lDalaml lPasall l20l layatl l(1)l 

lUUPA,l lmenyebutkanl lbahwal lhakl lmilikl ladalahl lhakl lturun-temurun,l lterkuat,l 

ldanl lterpenuhl lyangl ldapatl ldipunyail lorangl latasl ltanah,l ldenganl lmengingatl 

lketentuanl ldalaml lPasall l6l lUUPAl lmengenail lfungsil lsosiall ltanah. 
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Sifatl lturun-temurun,l lmenunjukkanl lbahwal lhakl lmilikl ldapatl ldiwariskanl 

lkepadal lahlil lwarisl lpemegangl lhak.l lSifatl lterkuat,l lmenunjukkanl lbahwal lhakl 

lmilikl ltidakl lmudahl lhapusl ldanl lmemilikil lkedudukanl lpalingl ltinggil ldalaml 

lhierarkil lhakl latasl ltanah.l lSementaral litu,l lsifatl lterpenuhl lmenunjukkanl lbahwal 

lhakl lmilikl lmemberikanl lkewenanganl lyangl lluasl lkepadal lpemegangnyal luntukl 

lmenggunakanl ldanl lmemanfaatkanl ltanahl ltersebut. 

Meskipunl ldemikian,l lhakl lmilikl latasl ltanahl ltidakl lbersifatl lmutlakl ltanpal 

lbatas.l lPelaksanaanl lhakl lmilik,l ljugal lharusl lmemperhatikanl lkepentinganl 

lumum,l ltatal lruang,l lsertal lketentuanl lperaturanl lperundang-undanganl lyangl 

lberlaku.l lSelainl litu,l lhakl lmilikl ljugal ldapatl lhapusl lkarenal lsebab-sebabl 

ltertentu,l lsepertil lpencabutanl lhakl luntukl lkepentinganl lumum,l lpenyerahanl 

lsecaral lsukarelal lolehl lpemegangl lhak,l lataul lkarenal ltanahnyal lmusnah. 

Dalaml lpembahasanl ltanahl lyangl lmusnahl lakibatl lbencanal lrob,l 

lkeberadaanl lhakl lmilikl lmenghadapil lpersoalanl lhukuml lyangl lkompleks.l lDil 

lsatul lsisi,l lhakl lmilikl lmemberikanl ljaminanl lperlindunganl lhukuml lyangl lkuatl 

lbagil lpemegangnya.l lNamunl ldil lsisil llain,l lapabilal lobjekl lhakl ltersebutl ltidakl 

llagil ladal lsecaral lfisik,l lmakal lmuncull lpertanyaanl lmengenail lkeberlangsunganl 

lhakl lmilikl ltersebut.l lHall linilahl lyangl lmenjadil ldasarl lpenting,l luntukl lmengkajil 

llebihl llanjutl lmengenail lhapusnyal lhakl latasl ltanahl ldanl lperlindunganl lhukuml 

lbagil lpemilikl ltanahl lyangl lterdampakl lbencanal lrob. 
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4. Fungsil lSosiall lHakl lAtasl lTanah 

Konsepl lfungsil lsosiall lhakl latasl ltanah,l lmerupakanl lprinsipl lfundamentall 

ldalaml lhukuml lagrarial lIndonesia.l lPrinsipl linil lmenegaskan,l lbahwal lhakl latasl 

ltanahl ltidakl lhanyal lmengandungl lkepentinganl lindividul lpemegangl lhak,l 

ltetapil ljugal lharusl lmemperhatikanl lkepentinganl lmasyarakatl ldanl lnegara.l 

lDenganl lini,l lpelaksanaanl lhakl latasl ltanahl ltidakl ldapatl ldilakukanl lsecaral 

lsewenang-wenangl ltanpal lmempertimbangkanl ldampaknyal lterhadapl 

llingkunganl lsosiall ldanl lkepentinganl lumum. 

Ketentuanl lmengenail lfungsil lsosiall lhakl latasl ltanah,l lsecaral ltegasl ldiaturl 

ldalaml lPasall l6l lUndang-Undangl lNomorl l5l lTahunl l1960l ltentangl lPeraturanl 

lDasarl lPokok-Pokokl lAgrarial l(UUPA),l lyangl lmenyatakanl lbahwal lsemual lhakl 

latasl ltanahl lmempunyail lfungsil lsosial.l lMaknal ldaril lketentuanl linil ladalahl 

lbahwal lsetiapl lpemegangl lhakl latasl ltanahl lberkewajibanl lmenggunakanl ldanl 

lmemanfaatkanl ltanahnyal lsesuail ldenganl lperuntukanl ldanl ltidakl lbertentanganl 

ldenganl lkepentinganl lmasyarakatl lluas. 

Menurutl lMarial lS.W.l lSumardjono,28
l lfungsil lsosiall lhakl latasl ltanahl 

lmerupakanl lpembatasanl lterhadapl lsifatl labsolutl lhakl lmilik.l lHakl latasl ltanahl 

lharusl ldijalankanl ldenganl lmemperhatikanl lkeseimbanganl lantaral 

lkepentinganl lindividul ldanl lkepentinganl lumum.l lDenganl lini,l lhukuml lagrarial 

lIndonesial lmenolakl lkonsepl lkepemilikanl ltanahl lyangl lbersifatl lindividualistisl 

 
28

l lMarial lS.W.l lSumardjono,l l2020,l lTanahl ldalaml lPerspektifl lHakl lEkonomi,l lSosial,l ldanl lBudaya.l 

lYogyakarta:l lKompas. 
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lsecaral lmutlak,l ldanl lmenempatkanl ltanahl lsebagail lsumberl ldayal lyangl 

lmemilikil ldimensil lsosial. 

Fungsil lsosiall lhakl latasl ltanah,l ljugal lberkaitanl leratl ldenganl ltujuanl 

lpembangunanl lnasional.l lTanah,l lharusl ldimanfaatkanl lsecaral loptimall luntukl 

lsebesar-besarnyal lkemakmuranl lrakyat,l lsebagaimanal ldiamanatkanl lolehl 

lPasall l33l layatl l(3)l lUndang-Undangl lDasarl lNegaral lRepublikl lIndonesial 

lTahunl l1945.l lPemanfaatanl ltanahl lyangl ltidakl lsesuail ldenganl lfungsil 

lsosialnya,l lsepertil lpenelantaranl ltanahl lataul lpenggunaanl lyangl lmerusakl 

llingkungan,l ldapatl lmenjadil ldasarl lbagil lnegaral luntukl lmengambill ltindakanl 

lhukum. 

Padal lwilayahl lpesisir,l lfungsil lsosiall lhakl latasl ltanahl lmemilikil ldimensil 

lyangl llebihl lkompleks.l lTanahl ldil lwilayahl lpesisir,l ltidakl lhanyal lberfungsil 

lsebagail ltempatl ltinggall ldanl lsumberl lpenghidupanl lmasyarakat,l ltetapil ljugal 

lmemilikil lfungsil lekologisl lyangl lpenting.l lApabilal lpemanfaatanl ltanahl lpesisirl 

ltidakl lmemperhatikanl lkeseimbanganl llingkungan,l lmakal ldapatl 

lmemperparahl ldampakl lbencanal lalam,l ltermasukl lbanjirl lrob.l lOlehl lkarenal litu,l 

lpenerapanl lfungsil lsosiall lhakl latasl ltanahl ldil lwilayahl lpesisirl lmenjadil lsangatl 

lpentingl luntukl lmenjagal lkeberlanjutanl llingkunganl ldanl lkeselamatanl 

lmasyarakat. 

Namun,l lpenerapanl lprinsipl lfungsil lsosiall lhakl latasl ltanahl ltidakl lbolehl 

lmengabaikanl lhakl ldanl lkepentinganl lpemegangl lhak.l lNegara,l ltetapl 

lberkewajibanl lmemberikanl lperlindunganl lhukuml lyangl ladill lkepadal lpemilikl 

ltanah,l lterutamal lketikal ltanahl ltersebutl lkehilanganl lfungsil lsosialnyal lakibatl 
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lfaktorl lalaml lyangl lberadal ldil lluarl lkendalil lmanusia.l lDalaml lkasusl ltanahl lyangl 

lmusnahl lakibatl lrob,l lpemilikl ltanahl ltidakl ldapatl lserta-mertal ldianggapl llalail 

lataul lmelanggarl lfungsil lsosiall ltanah,l lkarenal lkemusnahanl ltersebutl lterjadil 

lsebagail lakibatl ldaril lbencanal lalam. 

Denganl lini,l lprinsipl lfungsil lsosiall lhakl latasl ltanahl lharusl ldipahamil lsecaral 

lproporsionall ldanl lkontekstual.l lPrinsipl linil ltidakl lhanyal lberfungsil lsebagail 

lpembatasl lhak,l ltetapil ljugal lsebagail ldasarl lmorall ldanl lyuridisl lbagil lnegaral 

luntukl lhadirl lmemberikanl lperlindunganl ldanl lkeadilanl lbagil lmasyarakatl lyangl 

lkehilanganl ltanahl lakibatl lbencanal lalam.29
l lPemahamanl linilahl lyangl lmenjadil 

llandasanl lpenting,l ldalaml lmenganalisisl lperlindunganl lhukuml lbagil lpemilikl 

ltanahl lyangl lmusnahl lakibatl lbencanal lrob. 

 

C. Hapusnya Hak Atas Tanah Menurut Hukum Positif 

1. Pengertianl lHapusnyal lHakl lAtasl lTanah 

Hapusnyal lhakl latasl ltanah,l lmerupakanl lsuatul lkeadaanl lhukuml ldil lmanal 

lhubunganl lhukuml lantaral lsubjekl lhukuml ldenganl ltanahl lsebagail lobjekl lhakl 

lberakhir.l lDenganl lhapusnyal lhakl latasl ltanah,l lkewenanganl lyangl lsebelumnyal 

ldimilikil lolehl lpemegangl lhakl luntukl lmenggunakanl ldanl lmemanfaatkanl ltanahl 

ltersebutl ltidakl llagil lada.l lKonsepl lhapusnyal lhakl latasl ltanah,l lmenjadil lbagianl 

lpentingl ldalaml lhukuml lagrarial lkarenal lberkaitanl llangsungl ldenganl lkepastianl 

lhukuml ldanl lperlindunganl lhakl lmasyarakat. 

 
29

l lFakultasl lHukuml lUNISSULA,l l2021,l lPenerapanl lPrinsipl lFungsil lSosiall lHakl lAtasl lTanahl ldalaml 

lPengelolaanl lWilayahl lPesisir.l lJurnall lHukuml ldanl lKeadilanl lUNISSULA,l l8(1),l l90–103. 
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Menurutl lhukuml lagrarial lIndonesia,l lhapusnyal lhakl latasl ltanahl ltelahl 

ldiaturl lsecaral ltegasl ldalaml lUndang-Undangl lNomorl l5l lTahunl l1960l ltentangl 

lPeraturanl lDasarl lPokok-Pokokl lAgrarial l(UUPA).l lPengaturanl linil 

ldimaksudkanl luntukl lmemberikanl lkejelasanl lmengenail lsebab-sebabl lyangl 

ldapatl lmengakhiril lsuatul lhakl latasl ltanah,l lsehinggal ltidakl lmenimbulkanl 

lketidakpastianl lhukuml lbaikl lbagil lpemegangl lhakl lmaupunl lbagil lnegaral 

lsebagail lpenguasal lsumberl ldayal lagraria. 

Menurutl lBoedil lHarsono,30
l lhapusnyal lhakl latasl ltanahl lberartil 

lberakhirnyal lsuatul lhakl lkarenal lsebab-sebabl ltertentul lyangl lditentukanl lolehl 

lundang-undang,l lsehinggal ltanahl ltersebutl lkembalil lberadal ldil lbawahl 

lpenguasaanl lnegara.l lDenganl ldemikian,l lhapusnyal lhakl latasl ltanahl ltidakl 

lhanyal lberdampakl lpadal lpemegangl lhak,l ltetapil ljugal lberimplikasil lpadal lstatusl 

lhukuml ltanahl ltersebutl ldalaml lsisteml lagrarial lnasional. 

Secaral lyuridis,l lhapusnyal lhakl latasl ltanahl ldapatl lterjadil lkarenal lberbagail 

lsebab,l lantaral llainl lkarenal ljangkal lwaktul lhakl ltelahl lberakhir,l lhakl ldilepaskanl 

lsecaral lsukarelal lolehl lpemegangnya,l lhakl ldicabutl luntukl lkepentinganl lumum,l 

ltanahl lditelantarkan,l lataul lkarenal ltanahnyal lmusnah.l lSetiapl lsebabl lhapusnyal 

lhakl ltersebut,l lmemilikil lkarakteristikl ldanl lkonsekuensil lhukuml lyangl 

lberbeda-beda,l ltergantungl lpadal ljenisl lhakl latasl ltanahl lyangl lbersangkutan. 

Hapusnyal lhakl latasl ltanahl lkarenal ltanahl lmusnah,l lmenjadil lfokusl lutamal 

lpembahasan.l lBerbedal ldenganl lsebab-sebabl lhapusnyal lhakl llainnya,l ltanahl 

lmusnahl lumumnyal lterjadil lbukanl lkarenal lperbuatanl lhukuml lataul lkesalahanl 

 
30

l lBoedil lHarsono,l l2022,l lHukuml lAgrarial lIndonesia.l lJakarta:l lDjambatan. 
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lpemegangl lhak,l lmelainkanl lakibatl lfaktorl lalaml lyangl lberadal ldil lluarl 

lkehendakl lmanusia.l lOlehl lkarenal litu,l lpengaturanl lmengenail lhapusnyal lhakl 

latasl ltanahl lkarenal ltanahl lmusnahl lmemerlukanl lpendekatanl lhukuml lyangl 

lberkeadilanl ldanl lberorientasil lpadal lperlindunganl lmasyarakat. 

 

2. Tanahl lMusnahl lsebagail lAlasanl lHapusnyal lHakl lAtasl lTanah 

Tanahl lmusnah,l lmerupakanl lsalahl lsatul lalasanl lhapusnyal lhakl latasl ltanahl 

lyangl ldiakuil ldalaml lhukuml lagrarial lIndonesia.l lKonsepl ltanahl lmusnah,l 

lmerujukl lpadal lkeadaanl ldil lmanal ltanahl ltidakl llagil ldapatl ldikenalil lataul 

ldimanfaatkanl lsecaral lfisikl lkarenal lhilang,l ltenggelam,l lataul lberubahl lbentukl 

lakibatl lperistiwal lalam.l lDalaml lkondisil lini,l lobjekl lhakl latasl ltanahl ldianggapl 

ltidakl llagil lada,l lsehinggal lhakl lyangl lmelekatl ldil latasnyal lkehilanganl ldasarl 

lkeberadaannya. 

UUPA,l ltidakl lmemberikanl ldefinisil leksplisitl lmengenail ltanahl lmusnah,l 

lnamunl lsecaral limplisitl lketentuanl ltersebutl ldapatl lditemukanl ldalaml lberbagail 

lperaturanl lpelaksanaannya.l lSalahl lsatunyal ladalahl lPeraturanl lPemerintahl 

lNomorl l24l lTahunl l1997l ltentangl lPendaftaranl lTanah,l lyangl lmengaturl lbahwal 

lhakl latasl ltanahl ldapatl ldihapuskanl lapabilal ltanahnyal lmusnah.l lKetentuanl linil 

lmenunjukkanl lbahwal lkeberadaanl lobjekl ltanahl lmenjadil lsyaratl lutamal lbagil 

ltetapl lberlakunyal lsuatul lhakl latasl ltanah. 

Menurutl lUripl lSantoso,31
l ltanahl lmusnahl ladalahl lkeadaanl ldil lmanal ltanahl 

ltidakl llagil ldapatl ldipergunakanl lataul ldimanfaatkanl lsesuail ldenganl 
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lperuntukannyal lkarenal lperubahanl lkondisil lalaml lyangl lbersifatl lpermanen.l 

lPerubahanl ltersebutl ldapatl lberupal ltenggelamnyal ltanahl lakibatl lnaiknyal 

lpermukaanl lairl llaut,l labrasil lpantai,l lataul lbencanal lalaml llainnyal lyangl 

lmengakibatkanl lhilangnyal lbatas-batasl lfisikl ltanahl lsecaral lnyata. 

Banjirl lrob,l ltanahl ltidakl lserta-mertal lhilangl ldalaml lsatul lperistiwa,l 

lmelainkanl ltenggelaml lsecaral lperlahanl ldanl lbertahapl ldalaml ljangkal lwaktul 

lyangl lpanjang.l lKondisil linil lmenimbulkanl lpermasalahanl lhukuml lyangl 

lkompleks,l lkarenal lsecaral ladministratifl lhakl latasl ltanahl lmasihl ltercatatl ldanl 

ldibuktikanl ldenganl lsertifikat,l lsementaral lsecaral lfaktuall ltanahl ltersebutl 

lsudahl ltidakl ldapatl ldimanfaatkan.l lKetidaksesuaianl lantaral ldatal lyuridisl ldanl 

lkondisil lfisikl linilahl lyangl lmenimbulkanl lketidakpastianl lhukuml lbagil 

lpemegangl lhak. 

Hapusnyal lhakl latasl ltanahl lkarenal ltanahl lmusnah,l lseharusnyal ldidasarkanl 

lpadal lpenilaianl lyangl lcermatl ldanl lobjektif.l lTidakl lsemual lperubahanl lkondisil 

lfisikl ltanahl ldapatl lserta-mertal ldikategorikanl lsebagail ltanahl lmusnah.l 

lDiperlukanl ladanyal lkriterial lyangl ljelas,l lmengenail ltingkatl lkerusakanl ldanl 

lsifatl lpermanensil lperubahanl ltersebut.l lTanpal ladanyal lkejelasanl lkriteria,l 

lpenetapanl ltanahl lmusnahl lberpotensil lmenimbulkanl lketidakadilanl lbagil 

lpemilikl ltanahl lyangl lterdampakl lbencanal lalam. 

3. Penafsiranl lYuridisl ltentangl lTanahl lMusnah 

Penafsiranl lmengenail ltanahl lmusnahl ldalaml lpraktikl lhukuml lpertanahan,l 

lseringl lkalil lmenimbulkanl lperbedaanl lpandangan.l lHall lini,l ldisebabkanl lolehl 

ltidakl ladanyal ldefinisil lyangl ltegasl ldanl lrincil lmengenail ltanahl lmusnahl ldalaml 
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lUUPA.l lAkibatnya,l lpenentuanl lapakahl lsuatul ltanahl ldapatl ldikategorikanl 

lsebagail lmusnahl lsangatl lbergantungl lpadal lpenilaianl laparatl lpertanahanl ldanl 

lkebijakanl ladministratifl lyangl lberlaku. 

Dalaml lperspektifl lyuridis,l ltanahl lmusnahl ldapatl ldipahamil lsebagail 

lkeadaanl ldil lmanal ltanahl lkehilanganl leksistensil lfisiknyal lsecaral lpermanenl 

lsehinggal ltidakl llagil ldapatl lditentukanl lbatas-batasnyal ldanl ltidakl ldapatl 

ldimanfaatkanl lsesuail ldenganl lfungsil lawalnya.32
l lUnsurl lpermanensil lmenjadil 

lfaktorl lpentingl ldalaml lmenentukanl lapakahl lsuatul ltanahl lbenar-benarl ltelahl 

lmusnahl lataul lhanyal lmengalamil lkerusakanl lsementara. 

Dalaml lpraktikl ldil llapangan,l lkhususnyal lpadal lkasusl lrobl ldil lwilayahl 

lpesisir,l lpenafsiranl ltanahl lmusnahl lmenjadil lsemakinl lrumit.l lTanahl lyangl 

ltergenangl lairl llautl lsecaral lterus-menerus,l lseringl lkalil lmasihl ltercatatl ldalaml 

lpetal lpendaftaranl ltanahl ldanl lsertifikatl lhakl lmilik.l lKondisil lini,l ljugal 

lmenimbulkanl ldilemal lsecaral lhukum,l lkarenal lsecaral lyuridisl lhakl lmasihl lada,l 

ltetapil lsecaral lsosiologisl ldanl lfaktuall ltanahl ltersebutl lsudahl ltidakl llagil 

lberfungsi. 

Olehl lkarenal litu,l lpenafsiranl lyuridisl lmengenail ltanahl lmusnahl 

lseharusnyal ltidakl lhanyal ldidasarkanl lpadal lpendekatanl lnormatifl lsemata,l 

ltetapil ljugal lharusl lmempertimbangkanl laspekl lsosiologisl ldanl lkeadilanl 

lsubstantif.l lNegara,l ljugal lperlul lhadirl luntukl lmenjembatanil lkesenjanganl 
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l lMarial lS.W.l lSumardjono,l l2020,l lKebijakanl lPertanahanl lantaral lRegulasil ldanl lImplementasi.l 
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lantaral lnormal lhukuml ldanl lrealitasl lsosial,l lagarl lpenetapanl lstatusl ltanahl 

lmusnahl ltidakl lmerugikanl lmasyarakatl lyangl lterdampakl lbencanal lalam. 

Denganl lini,l lpembahasanl lmengenail ltanahl lmusnahl lmenjadil llandasanl 

lpentingl luntukl lmemahamil lperlindunganl lhukuml lbagil lpemilikl ltanahl lyangl 

lkehilanganl ltanahnyal lakibatl lbencanal lrob.l lPenafsiranl lyangl ltepatl ldanl 

lberkeadilan,l lakanl lmenentukanl lapakahl lhukuml lmampul lmemberikanl 

lkepastianl lsekaligusl lkeadilanl lbagil lmasyarakatl lpesisirl lyangl lberadal ldalaml 

lkondisil lrentan. 

D. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah yang Musnah 

1. Perlindunganl lHukuml lMenurutl lUndang-Undangl lPokokl lAgrarial 

l(UUPA) 

Undang-Undangl lNomorl l5l lTahunl l1960l ltentangl lPeraturanl lDasarl 

lPokok-Pokokl lAgrarial l(UUPA),l lmerupakanl llandasanl lyangl lutamal ldalaml 

lsisteml lhukuml lpertanahanl ldil lIndonesia.l lUUPA,l ltidakl lhanyal lmengaturl ljenisl 

ldanl lsubstansil lhakl latasl ltanah,l ltetapil ljugal lmemuatl lprinsip-prinsipl 

lperlindunganl lhukuml lbagil lpemegangl lhak.33
l lPerlindunganl lini,l lbertujuanl 

luntukl lmenjaminl lkepastianl lhukuml lsertal lkeadilanl lbagil lmasyarakatl ldalaml 

lmenguasail ldanl lmemanfaatkanl ltanah. 

Dalaml lUUPA,l lperlindunganl lhukuml lterhadapl lpemilikl ltanahl ldapatl 

ltercerminl ldaril lpengakuanl lnegaral lterhadapl lhak-hakl latasl ltanahl lyangl 

ldimilikil lolehl lwargal lnegara.l lPasall l4l layatl l(2)l lUUPA,l lmemberikanl 

lkewenanganl lkepadal lpemegangl lhakl latasl ltanahl luntukl lmenggunakanl ltanahl 
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ltersebutl lsertal lmengambill lmanfaatl ldarinya,l lsepanjangl ltidakl lbertentanganl 

ldenganl lketentuanl lhukum.34
l lKetentuanl lini,l lmenunjukkanl lbahwal lnegaral 

lmengakuil ldanl lmelindungil lhubunganl lhukuml lantaral lpemilikl ltanahl ldanl 

ltanahl lyangl lmenjadil lobjekl lhaknya. 

Namun,l lUUPAl ljugal lmengaturl lmengenail lkemungkinanl lhapusnyal lhakl 

latasl ltanah,l lsalahl lsatunyal lkarenal ltanahl lmusnah.l lDalaml lkondisil lini,l 

lperlindunganl lhukuml lyangl ldiberikanl lolehl lUUPAl ltidakl lbersifatl labsolut.l 

lHapusnyal lhakl latasl ltanahl lkarenal ltanahl lmusnah,l lmenunjukkanl ladanyal 

lpembatasanl lterhadapl lhakl lmilik,l lyangl ldidasarkanl lpadal lkenyataanl lbahwal 

lobjekl lhakl ltersebutl ltidakl llagil ladal lsecaral lfisik.l lMeskipun,l lUUPAl ltidakl 

lsecaral lrincil lmengaturl lmekanismel lperlindunganl lataul lkompensasil lbagil 

lpemilikl ltanahl lyangl lkehilanganl ltanahnyal lakibatl lbencanal lalam. 

Ketiadaanl lpengaturanl lyangl lrincil ldalaml lUUPAl lmengenail lperlindunganl 

lbagil lpemilikl ltanahl lyangl lmusnah,l lmenimbulkanl lruangl linterpretasil lyangl 

lluasl ldalaml lpraktik.l lAkibatnya,l lpemilikl ltanahl lyangl lterdampakl lbencanal 

lalaml lsepertil lrobl lseringl lkalil lberadal ldalaml lposisil lyangl llemahl lsecaral 

lhukum.l lMerekal lkehilanganl ltanahl lsebagail lsumberl lpenghidupan,l lnamunl 

ltidakl ldapatl lmemperolehl lkejelasanl lmengenail lhakl ldanl lkewajibanl lhukuml 

lyangl lmelekatl lpadal lkondisil ltersebut. 

Meskipun,l lUUPAl lmemberikanl ldasarl lpengakuanl ldanl lperlindunganl 

lterhadapl lhakl latasl ltanah,l lperlindunganl ltersebutl lmasihl lbersifatl lnormatifl ldanl 
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lbeluml lsepenuhnyal lresponsifl lterhadapl lpermasalahanl ltanahl lmusnahl lakibatl 

lbencanal lalam.l lKondisil lini,l ljugal lmenunjukkanl lperlunyal lpengembanganl 

lkebijakanl lhukuml lyangl llebihl lberorientasil lpadal lkeadilanl lsosiall ldanl 

lperlindunganl lkelompokl lmasyarakatl lyangl lrentan. 

 

2. Perlindunganl lHukuml lMenurutl lPeraturanl lPemerintahl lNomorl l24l 

lTahunl l1997l ltentangl lPendaftaranl lTanah 

Peraturanl lPemerintahl lNomorl l24l lTahunl l1997l ltentangl lPendaftaranl 

lTanah,l lmerupakanl lperaturanl lpelaksanal ldaril lUUPA,l lyangl lbertujuanl luntukl 

lmemberikanl lkepastianl ldanl lperlindunganl lhukuml lbagil lpemegangl lhakl latasl 

ltanah.l lPendaftaranl ltanah,l ldilakukanl luntukl lmenjaminl lkepastianl lhukuml 

lmengenail lsubjek,l lobjek,l ldanl ljenisl lhakl latasl ltanahl lmelaluil lpenerbitanl 

lsertifikatl lsebagail lalatl lbuktil lyangl lkuat. 

Dalaml lperlindunganl lhukum,l lPPl lNo.l l24l lTahunl l1997l lmemberikanl 

lperlindunganl ladministratifl lkepadal lpemilikl ltanahl lmelaluil lsisteml 

lpendaftaranl ltanah.l lSertifikatl lhakl latasl ltanah,l lberfungsil lsebagail lbuktil 

lkepemilikanl lyangl lsahl ldanl ldiakuil lolehl lhukum.l lNamun,l ldalaml lkasusl ltanahl 

lyangl lmusnahl lakibatl lbencanal lrob,l lkeberadaanl lsertifikatl lseringl lkalil ltidakl 

lsejalanl ldenganl lkondisil lfisikl ltanahl ldil llapangan. 

PPl lNo.l l24l lTahunl l1997,l ljugal lmengaturl lbahwal lhakl latasl ltanahl ldapatl 

ldihapuskanl lapabilal ltanahnyal lmusnah.l lKetentuanl linil lmenunjukkanl lbahwal 

lsisteml lpendaftaranl ltanahl lbersifatl ldinamisl ldanl ldapatl ldisesuaikanl ldenganl 

lperubahanl lkondisil lfisikl ltanah.l lAkanl ltetapi,l lperaturanl linil lbeluml 
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lmemberikanl lpenjelasanl lyangl lrincil lmengenail lprosedurl lpenetapanl ltanahl 

lmusnahl lsertal lperlindunganl lhukuml lbagil lpemilikl ltanahl lyangl lhaknyal 

ldihapuskanl lakibatl lkemusnahanl ltanahl ltersebut. 

Dalaml lpraktiknya,l lbanyakl lpemilikl ltanahl lyangl lmasihl lmemegangl 

lsertifikatl lhakl lmilikl lmeskipunl ltanahnyal ltelahl ltenggelaml lakibatl lrob.l 

lKondisil linil lmenimbulkanl lketidakpastianl lhukum,l lbaikl lbagil lpemilikl ltanahl 

lmaupunl lbagil lpemerintahl lsebagail lpenyelenggaral ladministrasil lpertanahan.l 

lPemilikl ltanahl ltidakl lmengetahuil lapakahl lhaknyal lmasihl ldiakui,l lsementaral 

lpemerintahl lmenghadapil lkesulitanl ldalaml lmelakukanl lpembaruanl ldatal 

lpendaftaranl ltanah. 

Olehl lkarenal litu,l lperlindunganl lhukuml lmenurutl lPPl lNo.l l24l lTahunl l1997l 

lmasihl lbersifatl ladministratifl ldanl lformalistik.l lDiperlukanl lkebijakanl 

lpelengkap,l lyangl lmampul lmenjawabl lkebutuhanl lperlindunganl lsubstantifl 

lbagil lpemilikl ltanahl lyangl lkehilanganl ltanahnyal lakibatl lbencanal lalam,l lagarl 

lsisteml lpendaftaranl ltanahl ltidakl lhanyal lberfungsil lsebagail lalatl ladministrasi,l 

ltetapil ljugal lsebagail lsaranal lkeadilanl lsosial. 

3. Peranl lBadanl lPertanahanl lNasionall l(BPN)l ldalaml lKasusl lTanahl 

lMusnah 

Badanl lPertanahanl lNasionall l(BPN),l lmemilikil lperanl lstrategisl ldalaml 

lpenyelenggaraanl ladministrasil lpertanahanl ldanl lpemberianl lperlindunganl 

lhukuml lkepadal lmasyarakat.l lSebagail llembagal lyangl lbertanggungl ljawabl ldil 

lbidangl lpertanahan,l lBPNl lberwenangl lmelakukanl lpendaftaranl ltanah,l 
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lpemeliharaanl ldatal lpertanahan,l lsertal lpenangananl lsengketal ldanl lkonflikl 

lpertanahan. 

Dalaml lkasusl ltanahl lyangl lmusnahl lakibatl lbencanal lrob,l lBPNl lmemilikil 

lperanl lpentingl ldalaml lmenentukanl lstatusl lhukuml ltanahl ltersebut.l lBPNl 

lberwenangl luntukl lmelakukanl lverifikasil ldanl lidentifikasil lterhadapl lkondisil 

lfisikl ltanahl ldil llapangan,l lsertal lmenyesuaikannyal ldenganl ldatal lyuridisl lyangl 

ltercatatl ldalaml lsisteml lpendaftaranl ltanah.l lProsesl linil lsangatl lpenting.l luntukl 

lmencegahl lterjadinyal lketidaksesuaianl lantaral ldatal ladministratifl ldanl lkondisil 

lfaktual. 

Selainl litu,l lBPNl ljugal lmemilikil lperanl ldalaml lpenyelesaianl 

lpermasalahanl lpertanahanl lmelaluil lmekanismel lnon-litigasi,l lsepertil lmediasi.l 

lMelaluil lpendekatanl lini,l lBPNl ldapatl lmembantul lmenjembatanil lkepentinganl 

lpemilikl ltanah,l lpemerintahl ldaerah,l ldanl lpihak-pihakl llainl lyangl lterkait.l 

lNamun,l ldalaml lpraktiknya,l lperanl lBPNl lseringl lkalil lterkendalal lolehl 

lketerbatasanl lregulasil lyangl lmengaturl lsecaral lspesifikl lmengenail ltanahl 

lmusnahl lakibatl lbencanal lalam. 

Denganl lini,l lperanl lBPNl ldalaml lkasusl ltanahl lmusnahl lmasihl lmenghadapil 

lberbagail ltantangan,l lbaikl ldaril lsisil lregulasil lmaupunl limplementasi.l 

lDiperlukanl lpenguatanl lperanl lBPNl lmelaluil lkebijakanl ldanl lpedomanl lteknisl 

lyangl llebihl ljelasl lagarl lperlindunganl lhukuml lbagil lpemilikl ltanahl lyangl 

lmusnahl lakibatl lrobl ldapatl lterwujudl lsecaral llebihl lefektifl ldanl lberkeadilan. 
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E. Perlindungan Hak Milik atas Tanah dalam Perspektif Islam 

1. Konsepl lKepemilikanl ldalaml lIslam 

Islaml lmemandangl lkepemilikanl lharta,l ltermasukl ltanah,l lsebagail lsesuatul 

lyangl lsahl ldanl ldiakui,l lnamunl ltidakl lbersifatl lmutlak.l lDalaml lajaranl lIslam,l 

lhakl lkepemilikanl lpadal lhakikatnyal lberadal ldil lbawahl lkekuasaanl lAllahl lSWT,l 

lsedangkanl lmanusial lhanyal ldiberikanl lamanahl luntukl lmengelolal ldanl 

lmemanfaatkannyal lsecaral lbertanggungl ljawab.35
l lPrinsipl linil lmenempatkanl 

lkepemilikanl ldalaml lIslaml lsebagail lhakl lyangl ldisertail ldenganl lkewajibanl 

lmorall ldanl lsosial. 

Al-Qur’anl lmenegaskanl lbahwal lsegalal lsesuatul lyangl ladal ldil lbumil ladalahl 

lmilikl lAllahl lSWT,l lsebagaimanal ldisebutkanl ldalaml lfirman-Nya: 

 ّ ضّ  l lفّىl lوَمَاl lالسَّمٰوٰتّ l lفّىl lمَا l lلِّلٰ َرا اl lوَاّنا l lالْا هُ l lاوَا l lانَافسُّكُما l lفّيا  l lمَاl lتبُادوُا فوُا  lلّمَنا l lفَيغَافّرُ l lاٰللُ  l lبّهّ l lيحَُاسّباكُما l lتخُا

l ُيَّشَاۤءl l ُب ء  l lكُل ّ l lعَلٰىl lوَاٰللُ l lيَّشَاۤءُ  l lمَنا l lوَيعَُذ ّ  قَدّيار  l lشَيا

Artinya: 

“Milikl lAllahlahl lapal lyangl ladal ldil llangitl ldanl lapal lyangl ladal ldil lbumi.l lJikal 

lkamul lmenyatakanl lapal lyangl ladal ldil ldalaml lhatimul lataul lkamul 

lmenyembunyikannya,l lniscayal lAllahl lmemperhitungkannyal lbagimu.l lDial 

lmengampunil lsiapal lsajal lyangl lDial lkehendakil ldanl lmengazabl lsiapal lpunl 

lyangl lDial lkehendaki.l lAllahl lMahakuasal latasl lsegalal lsesuatu.”l l(QS.l lAl-

Baqarahl l2:l l284) 
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Ayatl ltersebut,l lmenunjukkanl lbahwal lmanusial lbukanl lpemilikl labsolutl 

latasl lhartal lbenda,l lmelainkanl lhanyal lsebagail lpemegangl lamanah.l lOlehl 

lkarenal litu,l lkepemilikanl ltanahl ldalaml lIslaml lharusl ldigunakanl luntukl ltujuanl 

lyangl lbaik,l ltidakl lmerugikanl lorangl llain,l lsertal ltidakl lbertentanganl ldenganl 

lprinsipl lkeadilanl ldanl lkemaslahatanl lumum. 

Meskipun,l lIslaml lmemberikanl lpengakuanl lyangl lkuatl lterhadapl lhakl 

lmilikl lindividu.l lPengakuanl lini,l lbertujuanl luntukl lmemberikanl lkepastianl ldanl 

lperlindunganl lterhadapl lhak-hakl lekonomil lmanusia.l lDalaml lhall lini,l ltanahl 

ldipandangl lsebagail lsalahl lsatul lbentukl lhartal lyangl lmemilikil lnilail lstrategisl 

lbagil lkelangsunganl lhidupl lmanusia,l lsehinggal lhakl lkepemilikannyal lwajibl 

ldihormatil ldanl ldilindungi. 

2. Tanahl lsebagail lAmanahl ldanl lFungsil lSosiall ldalaml lIslam 

Dalaml lIslam,l ltanahl ltidakl lhanyal ldipandangl lsebagail lasetl lekonomi,l 

ltetapil ljugal lsebagail lamanahl lyangl lmemilikil lfungsil lsosial.l lKonsepl lini,l 

lsejalanl ldenganl lprinsipl lfungsil lsosiall lhakl latasl ltanahl ldalaml lUUPA.l lIslam,l 

lmenolakl lpemanfaatanl ltanahl lyangl lbersifatl leksploitatif,l lmerusakl 

llingkungan,l lataul lmenimbulkanl lpenderitaanl lbagil lmasyarakatl llain. 

Prinsipl lfungsil lsosiall ltanahl ltercerminl ldalaml lfirmanl lAllahl lSWT: 

خّرَةَ l lالدَّارَ l lاٰللُ l lاٰتٰىكَ l lفيّامَا  l lوَاباتغَّ  ٰ سّنا l lالدُّنايَاl lمّنَ l lنَصّيابكََ l lتنَاسَ l lوَلَْ l lالْا سَنَ l lكَمَا  l lوَاحَا  lتبَاغّ l lوَلَْ l lاّليَاكَ l lاٰللُ l lاحَا

l َالافسََادl lفّىl l  ّض َرا  الامُفاسّدّيانَ l lيحُّبُّ l lلَْ l lاٰللَ l lاّنَّ l lالْا

Artinya: 

“Dan,l lcarilahl lpadal lapal lyangl ltelahl ldianugerahkanl lAllahl lkepadamul 

l(pahala)l lnegeril lakhirat,l ltetapil ljanganlahl lkamul llupakanl lbagianmul ldil 
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ldunia.l lBerbuatl lbaiklahl l(kepadal lorangl llain)l lsebagaimanal lAllahl ltelahl 

lberbuatl lbaikl lkepadamul ldanl ljanganlahl lkamul lberbuatl lkerusakanl ldil lbumi.l 

lSesungguhnyal lAllahl ltidakl lmenyukail lorang-orangl lyangl lberbuatl 

lkerusakan.”l l(QS.l lAl-Qashashl l28:l l77) 

Ayatl ltersebut,l lmenegaskanl lbahwal lpemanfaatanl lharta,l ltermasukl ltanah,l 

lharusl ldilakukanl lsecaral lseimbangl lantaral lkepentinganl lindividul ldanl 

lkepentinganl lsosial,l lsertal ltidakl lmenimbulkanl lkerusakan.l lDalaml 

lpembahasanl lbencanal lrob,l lkerusakanl llingkunganl lpesisirl ldanl lhilangnyal 

lfungsil ltanahl ltidakl lselalul ldisebabkanl lolehl lkesalahanl lpemilikl ltanah,l 

lmelainkanl lolehl lfaktorl lalaml ldanl lkebijakanl lpembangunanl lyangl ltidakl 

lberkelanjutan. 

Islam,l ljugal lmengajarkanl lbahwal lapabilal lseseorangl ltidakl llagil lmampul 

lmemanfaatkanl ltanahnyal lkarenal lkeadaanl ldil lluarl lkemampuannya,l lmakal 

lnegaral lataul lpenguasal lberkewajibanl luntukl lhadirl lmemberikanl lsolusil lyangl 

ladil.l lHall lini,l lsejalanl ldenganl lprinsipl lmaslahahl l(kemanfaatanl lumum)l lyangl 

lmenjadil lsalahl lsatul ltujuanl lutamal lhukuml lIslaml l(maqāṣidl lal-syarī‘ah). 

3. Prinsipl lKeadilanl ldanl lPerlindunganl lKorbanl lBencanal ldalaml lIslam 

Islam,l lmenempatkanl lkeadilanl lsebagail lprinsipl lutamal ldalaml lsetiapl 

laspekl lkehidupan,l ltermasukl ldalaml lpengelolaanl lhartal ldanl lpenyelesaianl 

lpersoalanl lsosiall lakibatl lbencana.l lKeadilanl ldalaml lIslaml ltidakl lhanyal 

lbersifatl lformal,l ltetapil ljugal lbersifatl lsubstantif,l lyaitul lmemperhatikanl 

lkondisil lnyatal ldanl lpenderitaanl lyangl ldialamil lolehl lmanusia. 

Allahl lSWTl lberfirman: 
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l l َّاّنl l َاٰللl l ُيَأامُرl l ّبّالاعَدالl l ّسَان حا ّ بٰىl lذّىl lوَاّياتاَۤئّ l lوَالْا شَاۤءّ l lعَنّ l lوَيَناهٰىl lالاقرُا  lيَعّظُكُما l lوَالابغَايّ l lوَالامُناكَرّ l lالافَحا

l لعََلَّكُماl l َن  تذَكََّرُوا

Artinya: 

“Sesungguhnyal lAllahl lmenyuruhl lberlakul ladil,l lberbuatl lkebajikan,l ldanl 

lmemberikanl lbantuanl lkepadal lkerabat.l lDial l(juga)l lmelarangl lperbuatanl 

lkeji,l lkemungkaran,l ldanl lpermusuhan.l lDial lmemberil lpelajaranl lkepadamul 

lagarl lkamul lselalul lingat.”l l(QS.l lAn-Nahll l16:l l90) 

Dalaml lpembahasanl ltanahl lyangl lmusnahl lakibatl lbencanal lrob,l lprinsipl 

lkeadilanl lmenuntutl lagarl lpemilikl ltanahl lyangl lkehilanganl ltanahnyal ltidakl 

ldibiarkanl ltanpal lperlindunganl ldanl lkepastianl lhukum.l lIslam,l lmenolakl lsikapl 

lnegaral lataul lpenguasal lyangl lmembiarkanl lrakyatnyal lmenanggungl 

lpenderitaanl lberlapis,l lyaknil lkehilanganl ltanahl lsekaligusl lkehilanganl 

lperlindunganl lhukum. 

Selainl litu,l lRasulullahl lSAWl ljugal lmemberikanl lpenegasanl lmengenail 

llaranganl lmerugikanl lorangl llain,l lsebagaimanal ldalaml lhadits: 

 ضّرَارَ l lوَلَْ l lضَرَرَ l lلَْ 

Artinya: 

“Tidakl lbolehl lmenimbulkanl lbahayal ldanl ltidakl lbolehl lmembalasl lbahayal 

ldenganl lbahaya.”l l(HR.l lIbnul lMajah) 

Haditsl ltersebut,l lmenjadil ldasarl lpentingl ldalaml lhukuml lIslaml lbahwal 

lsetiapl lkebijakanl lataul ltindakan,l ltermasukl lkebijakanl lnegara,l ltidakl lbolehl 

lmenimbulkanl lkerugianl lbagil lmasyarakat.l lDalaml lkasusl ltanahl lmusnahl 

lakibatl lrob,l lapabilal lnegaral ltidakl lmemberikanl lperlindunganl lataul lsolusil 
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lyangl ladil,l lmakal lhall ltersebutl ldapatl ldikategorikanl lsebagail lbentukl 

lpembiaranl lterhadapl lkemudaratan. 

Olehl lkarenal litu,l ldalaml lperspektifl lIslam,l lnegaral lmemilikil ltanggungl 

ljawabl lmorall ldanl lhukuml luntukl lmelindungil lmasyarakatl lyangl lmenjadil 

lkorbanl lbencanal lalam.l lPerlindunganl ltersebutl ldapatl lberupal lpengakuanl lhak,l 

lbantuanl lpemulihan,l lrelokasil lyangl llayak,l lataul lbentukl lkebijakanl llainl lyangl 

lmenjaminl lkelangsunganl lhidupl ldanl lmartabatl lmanusia. 
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BABl III  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah yang Musnah Akibat Bencana Rob 

1. Kondisil lFaktuall lTanahl ldil lWilayahl lPesisirl lSayung 

Wilayahl lKecamatanl lSayung,l lKabupatenl lDemak,l lmerupakanl lsalahl 

lsatul lkawasanl lpesisirl ldil lpantail lutaral lJawal lTengahl lyangl lrentanl lterhadapl 

lbencanal lrob.l lDalaml ldual ldekadel lterakhir,l lfenomenal linil ltelahl lmenyebabkanl 

lkerusakanl llingkunganl lyangl lsignifikan,l lterutamal ldil lDesal lSidogemah,l ldil 

lmanal lsebagianl lbesarl lwilayahl ldaratanl lkinil ltelahl lberubahl lmenjadil lperairanl 

llaut.36
l lPerubahanl linil lbukanl lhanyal lberdampakl lpadal laspekl llingkungan,l 

ltetapil ljugal lmembawal lkonsekuensil lhukuml lterhadapl lstatusl lhakl latasl ltanahl 

lyangl lsebelumnyal ldimilikil lolehl lmasyarakatl lsetempat. 

Hasill lwawancaral ldenganl lBapakl lKhanafil lkepalal lDesal lSidogemahl 

lmenunjukkanl lbahwal lsejakl ltahunl l2005,l lrobl ltelahl lmenenggelamkanl lratusanl 

lhektarl llahanl lpertanianl ldanl lpermukimanl lpenduduk.37
l lTanah-tanahl lyangl 

lsebelumnyal lbersertifikatl lhakl lmilikl l(HM)l lkinil ltidakl llagil ldapatl 

ldiidentifikasil lsecaral lfisikl ldil llapangan.l lNamunl ldemikian,l ldalaml lsisteml 

 
36

l lAril lWibowo,l l2020,l lImplikasil lBencanal lRobl lterhadapl lStatusl lHakl lAtasl lTanahl ldil lWilayahl 

lPesisir,l lYogyakarta:l lFHl lUIIl lPress,l lhlml l42. 
37

l lWawancaral ldenganl lBapakl lKhanafil lkepalal lDesal lSidogemah,l lKecamatanl lSayung,l lKabupatenl 

lDemak,l l5l lFebruaril l2026. 
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ladministrasil lBadanl lPertanahanl lNasionall l(BPN)l lKabupatenl lDemak,l ltanah-

tanahl ltersebutl lmasihl ltercatatl lsebagail lbidangl laktif.l lHall linil lmenimbulkanl 

lpermasalahanl lserius,l lkarenal lmasyarakatl lmasihl lmemegangl lsertifikatl lhakl 

lmilik,l lsementaral lobjekl lhaknyal lsecaral lfaktuall ltelahl lhilang. 

Kondisil ltersebutl lmenciptakanl lketimpanganl lantaral ldatal lfisikl l(fisikl 

ltanahl ldil llapangan)l ldanl ldatal lyuridisl l(datal ladministrasil ldalaml lbukul ltanah).l 

lDil lsatul lsisi,l lhakl latasl ltanahl lseolahl lmasihl lhidupl lkarenal lmasihl ltercatat,l 

ltetapil ldil lsisil llain,l ltanahl ltersebutl ltelahl lhilangl lsecaral lpermanen.l lSituasil linil 

lmenjadil lsalahl lsatul lbentukl lketidakpastianl lhukuml ldil lbidangl lpertanahan,l 

lterutamal lbagil lmasyarakatl lpesisirl lyangl lmenjadil lkorbanl lbencanal lalam.38 

2. Pengertianl ldanl lKonsepl lYuridisl l“Tanahl lMusnah” 

Dalaml lsisteml lhukuml lpertanahanl lIndonesia,l listilahl l“tanahl lmusnah”l 

ldiaturl ldalaml lPasall l27l lhurufl lal lUndang-Undangl lNomorl l5l lTahunl l1960l 

ltentangl lPeraturanl lDasarl lPokok-Pokokl lAgrarial l(UUPA),l lyangl lmenyatakanl 

lbahwal lhakl lmilikl latasl ltanahl lhapusl lapabilal ltanahnyal lmusnah.39
l lWalaupunl 

lpasall linil lsecaral ltegasl lmenyebutkanl lakibatl lhukuml ldaril lmusnahnyal ltanah,l 

lUUPAl ltidakl lmemberikanl ldefinisil leksplisitl lmengenail lmaknal l“musnah”l 

ltersebut. 

Menurutl lpenjelasanl lparal lahlil lhukuml lagraria,l l“tanahl lmusnah”l 

ldiartikanl lsebagail lkeadaanl ldil lmanal ltanahl ltelahl lkehilanganl lbentukl lfisiknyal 

lsecaral lpermanen,l lsehinggal ltidakl llagil ldapatl ldimanfaatkanl lataul 

 
38

l ll lHernadil lAffandi,l l2019,l lPerlindunganl lHukuml lterhadapl lPemegangl lHakl lAtasl lTanahl ldalaml 

lPerspektifl lNegaral lHukum,l lJakarta:l lRajawalil lPers,l lhlml l213. 
39

l ll ll ll lUndang-Undangl lNomorl l5l lTahunl l1960l ltentangl lPeraturanl lDasarl lPokok-Pokokl lAgraria,l 

lLembaranl lNegaral lTahunl l1960l lNomorl l104. 
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ldiidentifikasil lbatas-batasnya.40
l lBoedil lHarsonol lmenjelaskanl lbahwal ltanahl 

ldapatl ldianggapl lmusnahl lapabilal lwujudnyal lhilangl lakibatl lprosesl lalamiahl 

lyangl lmengubahl lsifatnyal lmenjadil lbagianl ldaril lperairan,l lsungai,l lataul llaut.41
l 

lDenganl ldemikian,l lhakl latasl ltanahl lyangl lmusnahl ltidakl llagil lmemilikil lobjek,l 

ldanl lsecaral lhukuml lhakl ltersebutl lgugurl ldenganl lsendirinyal l(ipsol ljure). 

Namun,l lperdebatanl lmuncull lketikal lmusnahnyal ltanahl lterjadil lsecaral 

lbertahapl ldanl lberlangsungl ldalaml ljangkal lwaktul lyangl lpanjang,l lsepertil lyangl 

lterjadil ldil lpesisirl lDemak.l lDalaml lkasusl lini,l lprosesl ltenggelamnyal ltanahl lolehl 

lrobl ltidakl lbersifatl lseketika,l ltetapil lperlahan-lahan,l lsehinggal lsulitl 

lmenentukanl lkapanl ltepatnyal ltanahl ltersebutl ldapatl ldikategorikanl lsebagail 

l“musnah”.42
l lOlehl lkarenal litu,l lperlul ladanyal lkajianl lyangl lmendalaml 

lmengenail ltingkatl lpermanensil lperubahanl lfisikl ltanahl luntukl lmenentukanl 

lkapanl lhakl latasl ltanahl ltersebutl ldianggapl lhapus. 

3. Statusl lHukuml lTanahl lyangl lTenggelaml lakibatl lRob 

Secaral lyuridis,l ltanahl lyangl ltenggelaml ldanl lmenjadil lbagianl ldaril llautl 

ltermasukl lkel ldalaml lwilayahl lyangl ldikuasail lolehl lnegara,l lsebagaimanal ldiaturl 

ldalaml lPasall l33l layatl l(3)l lUndang-Undangl lDasarl l1945,l lyangl lmenegaskanl 

lbahwal lbumi,l lair,l ldanl lkekayaanl lalaml lyangl lterkandungl ldil ldalamnyal 

ldikuasail lolehl lnegaral ldanl ldipergunakanl luntukl lsebesar-besarl lkemakmuranl 

lrakyat.43
l lArtinya,l lketikal ltanahl ltenggelaml ldanl lberubahl lmenjadil llaut,l ltanahl 

 
40

l ll lMarial lS.W.l lSumardjono,l l2008,l lTanahl ldalaml lPerspektifl lHakl lEkonomi,l lSosial,l ldanl lBudaya,l 

lJakarta:l lKompas,l lhlml l67. 
41

l lBoedil lHarsono,l l2022,l lHukuml lAgrarial lIndonesia:l lSejarahl lPembentukanl lUUPA,l lIsil ldanl 

lPelaksanaannya,l lJakarta:l lDjambatan,l lhlm.l l455. 
42

l ll lAril lWibowo,l lOpl lCit.,l lhlml l44. 
43

l ll lUndang-Undangl lDasarl lNegaral lRepublikl lIndonesial lTahunl l1945,l lPasall l33l layatl l(3). 
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ltersebutl ltidakl llagil lmenjadil lobjekl lhakl lperorangan,l lmelainkanl lberalihl lkel 

lpenguasaanl lnegara. 

Namun,l ldalaml lpraktikl ldil llapangan,l lstatusl lhukuml ltanahl lyangl 

ltenggelaml lseringl lkalil ltidakl llangsungl ldisesuaikanl ldenganl ldatal ladministrasil 

lpertanahan.l lBerdasarkanl ldatal lBPNl lKabupatenl lDemak,l lhinggal ltahunl l2025l 

lmasihl lbanyakl lsertifikatl lhakl lmilikl ldil lDesal lSidogemahl lyangl ltercatatl laktifl 

lmeskipunl ltanahnyal ltelahl lhilangl lsecaral lfisik.44
l lKondisil linil lmenimbulkanl 

ldualitasl lhukum,l ldil lmanal lhakl latasl ltanahl lsecaral lmateriill ltelahl lberakhirl 

lkarenal lobjeknyal ltidakl lada,l ltetapil lsecaral ladministratifl lmasihl ldiakuil ldalaml 

lsisteml lpendaftaranl ltanah.45 

Selainl litu,l lPeraturanl lPemerintahl lNomorl l24l lTahunl l1997l ltentangl 

lPendaftaranl lTanahl ltidakl lmemberikanl laturanl lyangl leksplisitl lmengenail 

lmekanismel lpenghapusanl lhakl latasl ltanahl lyangl lmusnahl lakibatl lbencanal 

lalam.46
l lAkibatnya,l lprosesl lpenyesuaianl lantaral lkeadaanl lfisikl ltanahl ldanl 

lcatatanl lyuridisl lseringkalil lbergantungl lpadal lkebijakanl linternall lBPNl ldanl 

lhasill lkoordinasil ldenganl lpemerintahl ldaerah.47
l lHall linil lmemperlihatkanl 

ladanyal lkekosonganl lhukuml ldalaml lsisteml lpertanahanl lnasionall lyangl 

lberkaitanl ldenganl lbencanal lrob. 

4. Perspektifl lFilosofisl lterhadapl lKedudukanl lHakl lAtasl lTanahl lyangl 

lMusnah 

 
44

l ll ll lDatal lKantorl lPertanahanl lKabupatenl lDemak,l l2026. 
45

l ll lMarial lS.W.l lSumardjono,l l2015,l lKepastianl lHukuml ldalaml lPendaftaranl lTanahl ldanl lManfaatnyal 

lbagil lMasyarakat,l lYogyakarta:l lFHl lUGMl lPress,l lhlml l15. 
46

l ll lPeraturanl lPemerintahl lNomorl l24l lTahunl l1997l ltentangl lPendaftaranl lTanah,l lLembaranl lNegaral 

lTahunl l1997l lNomorl l59. 
47

l ll lHernadil lAffandi,l lOpl lCit.,l lhlml l217. 
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Secaral lfilosofis,l lhakl latasl ltanahl lmerupakanl lbagianl ldaril lhakl ldasarl 

lmanusial luntukl lhidupl ldanl lmemperolehl ltempatl ltinggall lyangl llayak,l 

lsebagaimanal ldiaturl ldalaml lPasall l28Hl layatl l(1)l lUUDl l1945.48
l lHilangnyal 

ltanahl lakibatl lrobl lbukanl lhanyal lpersoalanl lkepemilikanl lbenda,l ltetapil ljugal 

lmenyangkutl lkehilanganl lhakl lsosiall ldanl lidentitasl lekonomil lmasyarakatl 

lpesisir.l lTanahl lmemilikil lmaknal lyangl llebihl lluasl ldaripadal lsekadarl lasetl 

lekonomi;l lial ljugal lmenjadil lsimboll lkeberlanjutanl lhidup,l ltempatl ltinggal,l 

lsertal lruangl lsosiall lbagil lmasyarakat.49 

Olehl lkarenal litu,l lpenetapanl lbahwal lhakl latasl ltanahl lhapusl lkarenal 

lmusnahl ltidakl ldapatl ldipahamil lsemata-matal lsecaral lformal,l ltetapil ljugal lharusl 

lmempertimbangkanl lprinsipl lkeadilanl lsosiall lsebagaimanal lterkandungl 

ldalaml lPancasilal ldanl lsemangatl lnegaral lkesejahteraanl l(welfarel lstate).50
l 

lNegaral ltidakl lhanyal lberperanl lsebagail lregulatorl lyangl lmenetapkanl 

lhapusnyal lhak,l ltetapil ljugal lsebagail lpelindungl lyangl lmenjaminl lbahwal 

lmasyarakatl lterdampakl ltidakl lkehilanganl lhak-hakl ldasarl llainnya.51 

Teoril lperlindunganl lhukuml lyangl ldikemukakanl lolehl lPhilipusl lM.l 

lHadjonl lmenegaskanl lbahwal lperlindunganl lhukuml lbagil lwargal lnegaral lharusl 

lbersifatl lpreventifl ldanl lrepresif.52
l lDalaml lkonteksl ltanahl lyangl lmusnahl lakibatl 

lrob,l lperlindunganl lpreventifl ldapatl ldiwujudkanl lmelaluil lkebijakanl 

lpengelolaanl lwilayahl lpesisirl ldanl lmitigasil lbencana,l lsedangkanl 

 
48

l lUndang-Undangl lDasarl lNegaral lRepublikl lIndonesial lTahunl l1945,l lPasall l28Hl layatl l(1). 
49

l lMarial lS.W.l lSumardjono,l lOpl lCit.,l lhlml l70. 
50

l lPhilipusl lM.l lHadjon,l l1987,l lPerlindunganl lHukuml lbagil lRakyatl lIndonesia,l lSurabaya:l lBinal lIlmu,l 

lhlml l2. 
51

l lIbid.,l lhlml l5. 
52

l lIbid.,l lhlml l4. 
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lperlindunganl lrepresifl ldilakukanl lsetelahl lbencanal lterjadi,l lmisalnyal lmelaluil 

lpemberianl lkompensasi,l lrelokasi,l lataul lpengakuanl lhakl latasl ltanahl 

lpengganti.53 

5. Perspektifl lEmpirisl lTerkaitl lKondisil lPemegangl lHakl ldil lDesal 

lSidogemah 

Berdasarkanl lhasill lwawancaral ldenganl lBapakl lJokol lwargal lDesal 

lSidogemah,l ldiketahuil lbahwal lsebagianl lbesarl lwargal lmasihl lmemegangl 

lsertifikatl lhakl lmilikl l(SHM)l latasl ltanahl lyangl lkinil ltelahl ltenggelam.54
l lMerekal 

lmenyimpanl ldokumenl ltersebutl lsebagail lbentukl lharapanl lakanl ladanyal 

lkepastianl lhukuml ldanl lkemungkinanl lmendapatkanl lgantil lrugil lataul ltanahl 

lpenggantil ldaril lpemerintah.l lMeskil ldemikian,l lhinggal lsaatl linil lbeluml ladal 

llangkahl lkonkretl lyangl ldiambill lpemerintahl luntukl lmemberikanl lsolusil 

lterhadapl lstatusl ltanahl lyangl lmusnah.55 

Beberapal lwargal lmengakul lmasihl lmenerimal ltagihanl lPajakl lBumil ldanl 

lBangunanl l(PBB)l latasl ltanahl lyangl lsudahl ltidakl lada.56
l lHall linil lmenunjukkanl 

ladanyal lketidaksesuaianl lantaral ldatal llapanganl ldenganl lsisteml ladministrasil 

lperpajakanl ldanl lpertanahan.l lDaril lsisil lpsikologisl ldanl lsosial,l lmasyarakatl 

lmerasal lkehilanganl lhakl lyangl lselamal linil lmenjadil lsumberl lpenghidupan,l 

ltanpal ladanyal lkepastianl lmengenail lstatusl lhukuml lataul lkompensasil lyangl 

lsepadan.57 

 
53

l lIbid.,l lhlm.l l8. 
54

l lWawancaral ldenganl lBapakl lJokol lwargal lterdampakl lrob,l lDesal lSidogemah,l l5l lFebruaril l2026. 
55

l lIbid. 
56

l lAril lWibowo,l lOpl lCit.,l lhlml l47. 
57

l lPenelitianl llapanganl lpenulisl ldil lDesal lSidogemah,l l5l lFebruaril l2026. 
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Kantorl lPertanahanl lKabupatenl lDemak,l lmenyampaikanl lbahwal 

lkesulitanl lutamal ldalaml lmenyesuaikanl ldatal ladalahl ltidakl ladanyal lpetal 

lpertanahanl lterbarul lyangl lmenunjukkanl lperubahanl lgarisl lpantai.58
l lPetal 

ldasarl lyangl ldigunakanl lolehl lBPNl lsebagianl lbesarl lmasihl lmerujukl lpadal ldatal 

lsebeluml ltahunl l2000,l lsehinggal lwilayahl lyangl ltelahl ltenggelaml lbeluml 

ldihapusl ldaril ldaftarl lbidangl ltanah.59
l lKetiadaanl lregulasil lteknisl lyangl lsecaral 

lspesifikl lmengaturl ltanahl lmusnahl lakibatl lrobl lmembuatl llembagal lpertanahanl 

ltidakl lmemilikil ldasarl lhukuml lyangl lkuatl luntukl lmelakukanl lpenghapusanl lhakl 

lsecaral ladministratif. 

6. Analisisl lYuridisl lterhadapl lKedudukanl lHakl lAtasl lTanahl lyangl lMusnah 

Daril lperspektifl lhukuml lpositif,l ltanahl lyangl lmusnahl lkarenal lrobl lsecaral 

lotomatisl lmenyebabkanl lhakl latasl ltanahnyal lhapus,l lsebagaimanal lketentuanl 

lPasall l27l lhurufl lal lUUPA.60
l lAkanl ltetapi,l ldaril lsisil ladministrasil lpertanahan,l 

lpenghapusanl ltersebutl ltidakl lbersifatl lotomatisl lkarenal lmemerlukanl ltindakanl 

ladministratifl ldaril lpejabatl lberwenang.61
l lAkibatnya,l lterjadil lkesenjanganl 

lantaral lhukuml lmateriill ldanl lhukuml ladministratif.62 

Ketikal ltanahl ltelahl ltenggelaml ldanl lberubahl lmenjadil llaut,l lsecaral lhukuml 

ltanahl ltersebutl lberalihl lmenjadil ltanahl lnegara,l ldanl lhakl lperseoranganl latasnyal 

lberakhir.63
l lNamun,l ldalaml lsisteml lpendaftaranl ltanah,l lhakl ltersebutl lmasihl 

ltercatatl lkarenal lbeluml ladal lketentuanl leksplisitl lyangl lmewajibkanl 
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lpenghapusanl ldatal lakibatl lbencanal lalam.l lSituasil linil lmenimbulkanl 

lketidakpastianl lhukuml lbagil lpemegangl lsertifikatl ldanl lberpotensil 

lmenimbulkanl lsengketal lbarul ldil lkemudianl lhari,l lterutamal ljikal lwilayahl 

ltersebutl lmengalamil lperubahanl lkondisil lfisik,l lmisalnyal lakibatl lreklamasil 

lataul lsedimentasi.²² 

Olehl lsebabl litu,l lpemerintahl lmelaluil lKementerianl lAgrarial ldanl lTatal 

lRuang/BPNl lperlul lmengeluarkanl lperaturanl lpelaksanal lyangl lsecaral ltegasl 

lmengaturl ltatal lcaral lpenetapanl ltanahl lmusnah,l lkriterial lpenentuanl 

lpermanensil ltenggelamnyal ltanah,l lsertal lmekanismel lpencabutanl lhaknya.64
l 

lRegulasil linil lpentingl lagarl lkedudukanl lhukuml ltanahl lmusnahl ltidakl 

lbergantungl lpadal linterpretasil lpejabatl lataul lkondisil llokall lsemata,l lmelainkanl 

lmemilikil lkepastianl lhukuml lyangl lseragaml ldil lseluruhl lwilayahl lIndonesia.65 

7. Kedudukanl lHukuml lHakl lAtasl lTanahl lyangl lMusnahl lAkibatl lRob 

Berdasarkanl luraianl ldil latas,l ldapatl lditegaskanl lbahwal ltanahl lyangl 

lmusnahl lakibatl lbencanal lrobl ltidakl llagil lmenjadil lobjekl lhakl latasl ltanah.66
l 

lSecaral lyuridis,l lhakl lmilikl latasl ltanahl ltersebutl lberakhirl lkarenal lobjeknyal 

ltelahl lhilangl ldanl lberubahl lmenjadil lbagianl ldaril lwilayahl llautl lyangl ldikuasail 

lnegara.l lNamun,l ldaril lsisil ladministrasi,l lbanyakl lbidangl ltanahl ldil lwilayahl 

lpesisir,l ltermasukl lDesal lSidogemah,l lmasihl ltercatatl laktifl ldalaml lsisteml 

lpertanahan.l lKondisil linil lmenimbulkanl lketidakharmonisanl lantaral lrealitasl 

 
64

l lAdrianl lSutedi,l l2021,l lPeralihanl lHakl latasl lTanahl ldanl lPendaftarannya,l lJakarta:l lSinarl lGrafika,l 
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lfisikl ldanl ldatal lyuridis,l lyangl lpadal lakhirnyal lmenciptakanl lketidakpastianl 

lhukuml lbagil lpemiliknya.67 

Denganl ldemikian,l lkedudukanl lhukuml lhakl latasl ltanahl lyangl lmusnahl 

lakibatl lrobl lberadal ldalaml lposisil ltelahl lhapusl lsecaral lmateriill lnamunl lbeluml 

ldihapusl lsecaral ladministratif.l lPemerintahl lperlul lsegeral lmelakukanl 

lsinkronisasil lantaral ldatal lfisikl ldanl ldatal lyuridisl lmelaluil lpembaruanl lpetal 

lpertanahan,l lverifikasil llapangan,l lsertal lpenerbitanl lkeputusanl lresmil 

lmengenail lstatusl ltanahl lyangl lmusnah.68
l lDil lsisil llain,l lnegaral ljugal 

lberkewajibanl lmemberikanl lperlindunganl lhukuml ldanl ljaminanl lsosiall 

lkepadal lmasyarakatl lyangl lkehilanganl ltanahnyal lakibatl lbencanal lalam,l 

lsebagail lperwujudanl ltanggungl ljawabl lkonstitusionall ldalaml lmelindungil 

lseluruhl lwargal lnegara.69 

Berdasarkanl lhasill lpenelitianl llapanganl ldil lDesal lSidogemah,l lpenulisl 

lberpendapatl lbahwal lketidakharmonisanl lantaral ldatal lfisikl ldanl lyuridisl ltanahl 

lmenunjukkanl llemahnyal lsisteml lsinkronisasil lpertanahanl ldil lwilayahl lpesisir.l 

lFenomenal ltanahl lmusnahl lakibatl lrobl lbeluml lmendapatl lperhatianl lseriusl 

ldalaml lkebijakanl lnasional,l lpadahall lsecaral lempirisl ltelahl lmenimbulkanl 

lkerugianl lhukuml lbagil lmasyarakat.l lOlehl lkarenal litu,l ldibutuhkanl llangkahl 

lkonkretl ldaril lpemerintahl lmelaluil lpembaruanl lpetal lpertanahanl ldanl 

lpenetapanl lperaturanl lturunanl ldaril lUUPAl lyangl lmengaturl lsecaral leksplisitl 

lmekanismel lpenetapanl ltanahl lmusnah.l lTanpal lregulasil ltersebut,l 
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lketidakpastianl lhukuml lakanl lterusl lberulangl ldil ldaerah-daerahl lpesisirl lyangl 

lmengalamil lfenomenal lserupa. 

 

B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah yang Musnah Akibat 

Bencana Rob Menurut Hukum Pertanahan di Indonesia 

1. Konsepl lUmuml lPerlindunganl lHukuml ldalaml lHukuml lPertanahan 

Perlindunganl lhukum,l lmerupakanl lsalahl lsatul lprinsipl lmendasarl ldalaml 

lsisteml lhukuml lnasionall lyangl lbertujuanl lmemberikanl lrasal lamanl ldanl 

lkepastianl lbagil lsetiapl lwargal lnegaral ldalaml lmempertahankanl lhaknya.l 

lMenurutl lPhilipusl lM.l lHadjon,l lperlindunganl lhukuml ldapatl ldibedakanl 

lmenjadil ldual lbentuk,l lyaitul lperlindunganl lhukuml lpreventifl ldanl 

lperlindunganl lhukuml lrepresif.70
l lPerlindunganl lpreventifl ldilakukanl luntukl 

lmencegahl lterjadinyal lpelanggaranl lhak,l lsedangkanl lperlindunganl lrepresifl 

ldiberikanl lsetelahl lhakl lseseorangl ldilanggar,l lmisalnyal lmelaluil lmekanismel 

lpenyelesaianl lsengketal lataul lpemberianl lkompensasi. 

Dalaml lkonteksl lhukuml lpertanahan,l lperlindunganl lhukuml lmerupakanl 

lmanifestasil ldaril ltanggungl ljawabl lnegaral lsebagaimanal ldiaturl ldalaml lPasall 

l33l layatl l(3)l lUndang-Undangl lDasarl l1945,l lyangl lmenegaskanl lbahwal lbumi,l 

lair,l ldanl lkekayaanl lalaml ldikuasail lolehl lnegaral ldanl ldipergunakanl luntukl 

lsebesar-besarnyal lkemakmuranl lrakyat.l lDenganl ldemikian,l lnegaral ltidakl 

lhanyal lberwenangl lmengaturl ldanl lmengelolal ltanah,l ltetapil ljugal 

lberkewajibanl lmenjaminl lhak-hakl lwargal lnegaral latasl ltanah,l lterutamal lketikal 
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lhakl ltersebutl lterganggul lolehl lfaktorl ldil lluarl lkemampuanl lmanusia,l lsepertil 

lbencanal lalam. 

Dalaml lhukuml lpositif,l lperlindunganl lhukuml lbagil lpemegangl lhakl latasl 

ltanahl ldiwujudkanl lmelaluil lbeberapal linstrumen,l lantaral llain: 

a. Pengakuanl lhakl latasl ltanahl lmelaluil lpendaftaranl ltanahl lsebagaimanal 

ldiaturl ldalaml lPeraturanl lPemerintahl lNomorl l24l lTahunl l1997l ltentangl 

lPendaftaranl lTanah; 

b. Penyelesaianl lsengketal lpertanahanl lsebagaimanal ldiaturl ldalaml lPeraturanl 

lKepalal lBPNl lNomorl l3l lTahunl l2011l ltentangl lPengelolaan,l lPengkajian,l 

ldanl lPenangananl lKasusl lPertanahan;l ldan 

c. Kebijakanl ltanggapl ldaruratl lbencanal lsertal lprograml lrelokasil lyangl ldiaturl 

lolehl lpemerintahl ldaerahl ldanl lkementerianl lterkait.71 

Perlindunganl lhukuml lyangl lefektif,l lseharusnyal lmencakupl lseluruhl 

ltahapanl lmulail ldaril lpencegahan,l lpenanganan,l lhinggal lpemulihanl lhakl 

lmasyarakatl lyangl lterdampak.l lDalaml lhall ltanahl lmusnahl lakibatl lbencanal lrob,l 

lperlindunganl lhukuml ltidakl lhanyal lberorientasil lpadal lpengakuanl lformall latasl 

lhapusnyal lhak,l ltetapil ljugal lharusl lmenjaminl lpemulihanl lsosiall ldanl lekonomil 

lbagil lpemilikl ltanah.72 

2. Perlindunganl lHukuml lPreventif 

Perlindunganl lhukuml lpreventif,l lditujukanl luntukl lmencegahl ltimbulnyal 

lkerugianl lataul lhilangnyal lhakl lmasyarakatl lsebeluml lbencanal lterjadi.l lDalaml 
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lkonteksl lbencanal lrob,l lperlindunganl lpreventifl ldapatl ldiwujudkanl lmelaluil 

ltigal llangkahl lutama:l lpengaturanl ltatal lruangl lpesisir,l lpencegahanl labrasi,l ldanl 

lpengawasanl lpenggunaanl llahan. 

Pertama,l lpemerintahl lmemilikil lkewajibanl luntukl lmenyusunl lRencanal 

lTatal lRuangl lWilayahl l(RTRW)l lyangl lmempertimbangkanl lfaktorl lkerentananl 

lbencana,l ltermasukl lrobl ldanl labrasi.l lBerdasarkanl lUndang-Undangl lNomorl 

l26l lTahunl l2007l ltentangl lPenataanl lRuang,l lpenataanl lruangl lpesisirl lharusl 

ldilakukanl ldenganl lprinsipl lkeberlanjutanl ldanl lperlindunganl llingkungan.73
l 

lSayangnya,l ldil lbanyakl ldaerahl lpesisir,l ltermasukl lKecamatanl lSayung,l ltatal 

lruangl lbeluml lsepenuhnyal lmenyesuaikanl ldenganl lkondisil lgeologisl lyangl 

ldinamis,l lsehinggal lpermukimanl lmasyarakatl lbanyakl lberdiril ldil lzonal lrawanl 

lrob.74 

Kedua,l lperlindunganl lhukuml lpreventifl ldapatl ldilakukanl lmelaluil lupayal 

lmitigasil lbencana,l lsepertil lpembangunanl ltanggull llaut,l lpenghijauanl 

lmangrove,l ldanl lsisteml ldrainasel lpesisir.l lPrograml lsemacaml linil ltidakl lhanyal 

lbersifatl lteknis,l ltetapil ljugal lmerupakanl lbagianl ldaril lkewajibanl lhukuml 

lnegaral ldalaml lmelindungil lhakl lmilikl lwargal lnegaral lagarl ltidakl lhilangl lkarenal 

lfaktorl lalam.75 

Ketiga,l lperlindunganl lpreventifl ljugal ldapatl lberupal lpembatasanl 

lpemberianl lhakl latasl ltanahl ldil lwilayahl lrawanl lbencana,l lsebagaimanal ldiaturl 

ldalaml lPeraturanl lMenteril lATR/BPNl lNomorl l17l lTahunl l2019l ltentangl 
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lPenataanl lPertanahanl ldil lWilayahl lTertentu.76
l lDenganl ldemikian,l lpemberianl 

lhakl lbarul ldil ldaerahl lyangl lberpotensil ltenggelaml ldapatl ldicegah,l lsementaral 

ltanahl lyangl lsudahl lberisikol ldapatl ldikelolal lmelaluil lmekanismel lpengawasanl 

lbersamal lantaral lpemerintahl ldaerahl ldanl lBPN. 

Implementasil lketigal lbentukl lperlindunganl lpreventifl ltersebutl ldil 

llapanganl lmasihl lbeluml loptimal.l lHasill lwawancaral ldenganl lBapakl lKhanafil 

lkepalal lDesal lSidogemahl lmenunjukkanl lbahwal lsebeluml lrobl lmeluas,l ltidakl 

lpernahl ladal lsosialisasil lresmil lataul lpenetapanl lzonal lrawanl lbencanal lolehl 

lpemerintahl ldaerah.77
l lAkibatnya,l lmasyarakatl ltidakl lmemilikil ldasarl lhukuml 

lyangl ljelasl luntukl lmengantisipasil lhilangnyal ltanah,l ldanl lkehilanganl lhakl 

lterjadil ltanpal lmekanismel lpencegahanl lyangl lmemadai. 

3. Perlindunganl lHukuml lRepresif 

Perlindunganl lhukuml lrepresif,l lmerupakanl lbentukl lperlindunganl lyangl 

ldiberikanl lsetelahl lhakl lseseorangl ldilanggarl lataul lhilang.l lDalaml lhall ltanahl 

lmusnahl lakibatl lrob,l lperlindunganl lrepresifl ldapatl lberupal lpengakuanl 

ladministratifl latasl lhapusnyal lhak,l lpemberianl lkompensasi,l lrelokasi,l lataul 

lpengakuanl lhakl lpengganti. 

Pertama,l lpengakuanl ladministratifl latasl ltanahl lyangl lmusnahl lperlul 

ldituangkanl lmelaluil lmekanismel lpencatatanl ldanl lpenghapusanl lhakl ldil lBPN.l 

lKetentuanl lPasall l34l layatl l(1)l lPeraturanl lPemerintahl lNomorl l24l lTahunl l1997l 

lsebenarnyal lmembukal lruangl lbagil lpembaruanl ldatal lpendaftaranl ltanahl 
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lapabilal lterjadil lperubahanl lfisikl lataul lyuridis.l lAkanl ltetapi,l lperaturanl linil 

lbeluml lmengaturl lsecaral lspesifikl lprosedurl lapabilal lperubahanl lfisikl lterjadil 

lakibatl lbencanal lalam.l lDalaml lpraktiknya,l lBPNl lseringl lkalil lmenunggul 

llaporanl lmasyarakatl lataul lsuratl lkeputusanl lkepalal ldaerahl luntukl lmenetapkanl 

lbahwal lsuatul lbidangl ltanahl ltelahl lmusnah.78 

Kedua,l lbentukl lperlindunganl lrepresifl lyangl llainl ladalahl lpemberianl 

lkompensasil lataul lgantil lkerugian.l lKonsepl lkompensasil linil lsejalanl ldenganl 

lprinsipl lkeadilanl lsosiall lyangl lmenjadil ldasarl lnegaral lhukuml lIndonesia.l 

lMasyarakatl lyangl lkehilanganl ltanahl lkarenal lbencanal lalam,l lmeskipunl lbukanl 

lakibatl lkesalahanl lnegara,l ltetapl lberhakl lmemperolehl lperlindunganl ldaril 

lpemerintah.l lHall linil ldapatl ldilakukanl lmelaluil lprograml lrelokasil ldanl 

lpemberianl ltanahl lpenggantil l(landl lreplacement)l ldil lwilayahl lyangl lamanl ldaril 

lrob. 

Beberapal lcontohl lpraktikl linil ldapatl lditemukanl ldil ldaerahl llain,l lsepertil ldil 

lpesisirl lKotal lPekalongan,l ldil lmanal lpemerintahl ldaerahl lbekerjal lsamal ldenganl 

lKementerianl lPUPRl lmenyediakanl lkawasanl lrelokasil lbagil lwargal lyangl 

lkehilanganl ltanahl lakibatl lrob.79
l lNamun,l ldil lDesal lSidogemah,l llangkahl 

lsemacaml litul lbeluml lterealisasil lsecaral lkomprehensif,l lsehinggal lmasyarakatl 

lhanyal lmenerimal lbantuanl lsosiall lsementaral ltanpal lkejelasanl lstatusl lhukuml 

ltanahl lpengganti. 
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Ketiga,l lperlindunganl lrepresifl ljugal ldapatl ldilakukanl lmelaluil 

lmekanismel lpenyelesaianl lsengketal lpertanahan.l lBerdasarkanl lPeraturanl 

lKepalal lBPNl lNomorl l3l lTahunl l2011,l lmasyarakatl ldapatl lmengajukanl 

lpermohonanl lpenangananl lkasusl lpertanahanl lapabilal lterdapatl 

lketidaksesuaianl lantaral ldatal lfisikl ldanl ldatal lyuridis,l ltermasukl lkasusl ltanahl 

lmusnah.80
l lNamun,l lkarenal lbeluml ladanyal lperaturanl lteknisl lyangl lsecaral 

lkhususl lmengaturl l“tanahl lmusnahl lakibatl lbencanal lrob”,l lprosesl lpenyelesaianl 

linil lseringl lkalil lberakhirl ltanpal lkeputusanl lyangl lmengikat.81 

4. Prinsipl lKeadilanl ldanl lKepastianl lHukum 

Perlindunganl lhukuml lterhadapl ltanahl lyangl lmusnahl ltidakl lhanyal ldilihatl 

ldaril lsisil lformalitasl lhukum,l ltetapil ljugal lharusl lmempertimbangkanl lprinsipl 

lkeadilanl ldanl lkepastianl lhukum.l lDalaml lteoril lhukum,l lkeadilanl ldanl 

lkepastianl lmerupakanl ldual lnilail lfundamentall lyangl lharusl lberjalanl lseimbang.l 

lMenurutl lGustavl lRadbruch,l lhukuml lyangl lbaikl lharusl lmemenuhil ltigal lnilail 

ldasar,l lyaitul lkeadilan,l lkemanfaatan,l ldanl lkepastianl lhukum.82 

Dalaml lkasusl ltanahl lyangl lmusnahl lakibatl lrob,l lkepastianl lhukuml 

ldibutuhkanl luntukl lmenentukanl lstatusl lhak,l lsedangkanl lkeadilanl ldiperlukanl 

luntukl lmenjaminl lhakl lmasyarakatl lyangl lkehilanganl ltanahl ltidakl ldiabaikan.l 

lApabilal lhanyal laspekl lkepastianl lyangl lditerapkanl lsecaral lkaku,l lmisalnyal 

ldenganl llangsungl lmenghapusl lhakl ltanpal lmekanismel lkompensasi,l lmakal 

lnilail lkeadilanl lakanl lterabaikan.l lSebaliknya,l lapabilal lkeadilanl ldijadikanl 
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lsatu-satunyal ldasarl ltanpal laturanl lyangl ljelas,l lmakal lkepastianl lhukuml lakanl 

lhilang.83 

Olehl lkarenal litu,l lbentukl lperlindunganl lhukuml lyangl lideall lharusl 

lmemadukanl ldual laspekl ltersebut.l lNegara,l lmelaluil lKementerianl lATR/BPNl 

ldanl lpemerintahl ldaerah,l lperlul lmenyusunl lmekanismel ladministratifl lyangl 

lpastil luntukl lmenghapusl lhakl latasl ltanahl lyangl lmusnah,l lsekaligusl 

lmenetapkanl lkebijakanl lperlindunganl lsosiall ldanl lekonomil lbagil lpemegangl 

lhakl lyangl lterdampak.84
l lDenganl lcaral lini,l lmasyarakatl ltidakl lhanyal 

lkehilanganl ltanahl lsecaral lhukum,l ltetapil ljugal lmemperolehl lbentukl 

lperlindunganl lyangl lnyatal latasl lhakl lhidupnya. 

5. Bentukl lPerlindunganl lHukuml ldalaml lPerspektifl lPraktik 

Hasill lpenelitian,l lmenunjukkanl lbahwal lhinggal lkinil lbeluml lterdapatl 

lkebijakanl lspesifikl ldil lKabupatenl lDemakl lyangl lmengaturl lperlindunganl 

lhukuml lterhadapl ltanahl lyangl lmusnahl lakibatl lrob.l lWargal lDesal lSidogemahl 

lyangl ltanahnyal ltenggelaml lhanyal lmemperolehl lbantuanl lsosiall linsidentall 

lsepertil lbahanl lmakanan,l lnamunl lbeluml ladal lkepastianl lhukuml lmengenail lhakl 

latasl ltanahl lmereka.85 

Dalaml lbeberapal lwawancara,l lpejabatl lBPNl lmengakuil lbahwal llembagal 

lmerekal lbeluml lmemilikil ldasarl lhukuml lyangl lcukupl luntukl lmenetapkanl 

lstatusl ltanahl lmusnahl lsecaral lresmi,l lkarenal lbeluml ladal lketentuanl lturunanl 

ldaril lUUPAl lataul lPPl l24/1997l lyangl lmengaturl lhall ltersebut.86
l lAkibatnya,l 
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lsertifikatl lhakl lmilikl ltetapl ldianggapl lsahl lsecaral ladministratif,l lwalaupunl 

ltidakl llagil lmemilikil lobjekl lfisik.l lSituasil linil lmenimbulkanl ldilemal lhukuml 

lbagil lmasyarakatl ldanl lpemerintah,l lkarenal lhakl lyangl lsudahl lmusnahl lsecaral 

lfaktuall lbeluml ldapatl ldinyatakanl lhapusl lsecaral lhukum.87 

Makal ldaril litu,l lbentukl lperlindunganl lhukuml lyangl lpalingl lmungkinl 

ldilakukanl lsaatl linil ladalahl lpenetapanl lstatusl ltanahl lmusnahl lmelaluil 

lkeputusanl ladministratifl lkepalal ldaerah,l ldisertail lkoordinasil ldenganl lBPNl 

luntukl lmenghapusl ldatal lbidangl ltanahl ltersebutl ldaril lsisteml lpendaftaran.88
l 

lSetelahl litu,l lmasyarakatl lyangl lterdampakl ldapatl ldiberikanl ltanahl lpenggantil 

ldil lwilayahl lamanl lataul lhakl lprioritasl ldalaml lprograml lredistribusil ltanahl 

lsebagail lbentukl lkeadilanl lsosial.89 

6. Perlunyal lKebijakanl lHukuml lAgrarial lyangl lResponsif 

Permasalahanl ltanahl lyangl lmusnahl lakibatl lrob,l lmemperlihatkanl 

lkelemahanl lhukuml lagrarial ldalaml lmenghadapil ldinamikal lperubahanl 

llingkungan.l lOlehl lkarenal litu,l lperlul ladanyal lreformasil lkebijakanl lhukuml 

lagrarial lyangl lresponsifl lterhadapl lbencanal lalam.l lMenurutl lteoril lhukuml 

lresponsifl lNonetl ldanl lSelznick,l lhukuml lseharusnyal ltidakl lhanyal lberfungsil 

lsebagail lalatl lkontroll lsosial,l ltetapil ljugal lsebagail lsaranal luntukl lmencapail 

lkeadilanl lsubstantifl ldanl ladaptifl lterhadapl lkebutuhanl lmasyarakat.90 

Kebijakanl lhukuml lagrarial lyangl lresponsifl ldapatl ldiwujudkanl lmelalui: 
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a. Revisil lperaturanl lpelaksanaanl lUUPAl lagarl lmemasukkanl lketentuanl 

ltentangl ltanahl lyangl lmusnahl lkarenal lbencanal lalam; 

b. Penyusunanl lperaturanl ldaerahl ltentangl lpenangananl ltanahl lmusnahl ldil 

lwilayahl lpesisir; 

c. Programl lnasionall lpenataanl lulangl lwilayahl lpesisirl lberbasisl lkeadilanl 

lsosial;l ldan 

d. Integrasil ldatal lspasiall lantaral lBPN,l lKementerianl lKelautan,l ldanl lBadanl 

lInformasil lGeospasiall luntukl lmemetakanl lperubahanl ldaratanl lsecaral 

lperiodik.91 

Langkah-langkahl ltersebutl ldiperlukan,l lagarl lperlindunganl lhukuml 

lterhadapl lhakl latasl ltanahl ltidakl lbersifatl lreaktif,l lmelainkanl lproaktifl ldalaml 

lmenghadapil lperubahanl llingkunganl ldanl lbencanal lalaml lyangl lterusl 

lmeningkatl lakibatl lperubahanl liklim. 

7. Bentukl lPerlindunganl lHukum 

Berdasarkanl lkeseluruhanl lanalisisl ldil latas,l lperlindunganl lhukuml lyangl 

lideall lbagil lpemilikl ltanahl lyangl lmusnahl lakibatl lbencanal lrobl lharusl lmencakupl 

ltigal ldimensil lutama:l lkepastianl lhukum,l lkeadilanl lsosial,l ldanl lperlindunganl 

lekonomi. 

a. Kepastianl lhukum,l ldiwujudkanl lmelaluil lpengaturanl lmekanismel 

lpenghapusanl lhakl latasl ltanahl lyangl lmusnahl lsecaral ljelasl ldanl lseragaml ldil 

lseluruhl lIndonesia. 

 
91

l lBadanl lInformasil lGeospasial,l l2023,l lLaporanl lPemetaanl lPesisirl lJawal lTengahl lTahunl l2023,l 

lCibinong:l lBIGl lPress. 



61 
 

b. Keadilanl lsosial,l ldiwujudkanl lmelaluil lpemberianl lhakl latasl ltanahl 

lpenggantil lataul lrelokasil lbagil lmasyarakatl lterdampak,l lsehinggal lhakl 

lmerekal ltidakl lhilangl lbegitul lsaja. 

c. Perlindunganl lekonomi,l ldilakukanl lmelaluil lpemberianl lkompensasi,l 

lbantuanl lsosiall lberkelanjutan,l lsertal lprograml lpemberdayaanl lmasyarakatl 

lpesisir. 

Perlindunganl lhukuml lyangl lkomprehensifl ltidakl lhanyal lmenghapusl lhakl 

lsecaral ladministratif,l ltetapil ljugal lmengembalikanl lrasal lkeadilanl lbagil lwargal 

lnegaral lyangl lmenjadil lkorbanl lbencanal lalam.l lDenganl ldemikian,l lnegaral 

lhadirl ltidakl lhanyal lsebagail lpengatur,l ltetapil ljugal lsebagail lpelindungl ldanl 

lpenjaminl lkeadilanl lbagil lseluruhl lrakyatl lIndonesia.92 

Penulisl lberpendapatl lbahwal lkonsepl lperlindunganl lhukuml lterhadapl 

ltanahl lyangl lmusnahl lharusl lmencakupl ldimensil lkeadilanl lsubstantif,l lbukanl 

lhanyal lformalitasl ladministratif.l lBerdasarkanl lhasill lwawancara,l lmasyarakatl 

lmasihl lmemegangl lsertifikatl ltanahl lyangl ltelahl ltenggelaml ltanpal lmemperolehl 

lkepastianl lhukuml lataul lkompensasi.l lHall linil lmenandakanl lbahwal 

lperlindunganl lhukuml lyangl ladal lbeluml lmenyentuhl laspekl lkeadilanl lsosial.l 

lOlehl lsebabl litu,l lperlul lkebijakanl lkhususl lyangl lmengintegrasikanl lmekanismel 

lhukuml lpertanahanl ldenganl lkebijakanl lsosiall lsepertil lrelokasi,l lpemberdayaanl 

lekonomi,l ldanl lredistribusil ltanah.l lNegaral ltidakl lcukupl lhanyal lmenghapusl 

lhakl lyangl ltelahl lmusnah,l ltetapil ljugal lwajibl lmemulihkanl lhakl lwargal lnegaral 

latasl lkehidupanl lyangl llayak. 
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C. Upaya Penyelesaian Hukum terhadap Tanah yang Hilang atau 

Tenggelam Akibat Rob 

1. Kerangkal lUmuml lPenyelesaianl lHukuml ldil lBidangl lPertanahan 

Permasalahanl ltanahl lyangl lhilangl lataul ltenggelaml lakibatl lrobl lmerupakanl 

lisul lyangl lunikl lkarenal lberadal ldil lantaral lranahl lhukuml lpertanahanl ldanl lhukuml 

llingkungan.l lTidakl lsepertil lsengketal lkepemilikanl lbiasa,l lpersoalanl linil 

lmuncull lakibatl lperubahanl lkondisil lalaml lyangl lmenyebabkanl lobjekl lhakl latasl 

ltanahl llenyapl lsecaral lfisik.93
l lOlehl lkarenal litu,l lpenyelesaianl lhukumnyal ltidakl 

ldapatl lhanyal ldilakukanl lmelaluil lmekanismel lperdatal lmurni,l ltetapil lharusl 

lmelibatkanl linstrumenl lhukuml ladministrasil ldanl lkebijakanl lpublik. 

Dalaml lsisteml lhukuml lIndonesia,l lpenyelesaianl lpermasalahanl 

lpertanahanl lpadal ldasarnyal ldapatl ldilakukanl lmelaluil ltigal ljalurl lutama,l lyaitu: 

a. Penyelesaianl ladministratifl lmelaluil llembagal lpertanahanl l(BPN); 

b. Penyelesaianl lnon-litigasil lsepertil lmediasil lataul lmusyawarahl ldil ltingkatl 

lpemerintahl ldaerah;l ldan 

c. Penyelesaianl llitigasil lmelaluil lperadilanl lapabilal lmuncull lsengketal lataul 

lklaiml lgantil lrugi.94 

Namun,l lkhususl luntukl lkasusl ltanahl lmusnahl lakibatl lrob,l lpendekatanl 

ladministratifl ldanl lkebijakanl lsosiall ldianggapl llebihl ltepatl ldibandingkanl 

lpendekatanl lperdata,l lkarenal lfaktorl lpenyebabnyal lbukanl lkarenal lkesalahanl 
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lataul lpelanggaranl lhakl lantarindividu,l lmelainkanl lakibatl lbencanal lalaml lyangl 

ltidakl ldapatl ldihindari.95 

 

2. Penyelesaianl lsecaral lAdministratif 

Penyelesaianl ladministratifl ldilakukanl lmelaluil lmekanismel lyangl ldiaturl 

lolehl lKementerianl lAgrarial ldanl lTatal lRuang/Badanl lPertanahanl lNasionall 

l(ATR/BPN).l lBerdasarkanl lPeraturanl lKepalal lBPNl lNomorl l3l lTahunl l2011,l 

lsetiapl lkasusl lpertanahanl lyangl lmenimbulkanl lketidaksesuaianl lantaral ldatal 

lfisikl ldanl ldatal lyuridisl ldapatl ldikajil ldanl lditanganil lolehl lKantorl lPertanahanl 

lKabupaten/Kota. 

Dalaml lkonteksl ltanahl lmusnah,l lpenyelesaianl ladministratifl lmencakupl 

lbeberapal ltahap: 

a. Verifikasil llapanganl lolehl ltiml lBPNl lbersamal lpemerintahl ldaerahl luntukl 

lmemastikanl lbahwal ltanahl ltersebutl lbenar-benarl ltelahl lhilangl lataul 

ltenggelaml lsecaral lpermanen; 

b. Pemetaanl lulangl ldanl lpembaruanl ldatal lpertanahanl l(petal lbidang)l ldenganl 

lmenggunakanl lteknologil lgeospasial; 

c. Penetapanl lhapusnyal lhakl lmelaluil lkeputusanl ladministratifl lKepalal 

lKantorl lPertanahan;l ldan 

d. Pengarsipanl lsertifikatl lhakl llamal luntukl lkeperluanl ldokumentasil 

lhukum.96 
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Datal ldil lKantorl lPertanahanl lKabupatenl lDemak,l lmenunjukkanl lbahwal 

llangkah-langkahl ltersebutl lbeluml lberjalanl loptimal.l lBanyakl lbidangl ltanahl 

lyangl lsecaral lfisikl lsudahl ltenggelaml ltetapil lbeluml ldinyatakanl lmusnahl lsecaral 

lresmi,l lkarenal lbeluml ladal ldasarl lhukuml lteknisl lyangl lmemerintahkanl 

lpenghapusanl ldata.l lAkibatnya,l lsertifikatl lmasihl ltercatatl laktif,l lsementaral 

ltanahnyal ltelahl lmenjadil lbagianl ldaril llaut. 

Dalaml lpraktiknya,l lBPNl lkerapl lmenunggul lkeputusanl ldaril lpemerintahl 

ldaerahl lataul lKementerianl lKelautanl ldanl lPerikananl l(KKP)l lmengenail lbatasl 

lwilayahl ldaratanl ldanl llaut.l lKetergantunganl lantarlembagal linil lmenyebabkanl 

lpenyelesaianl ladministratifl lberjalanl llambat,l ldanl lmasyarakatl ltidakl lsegeral 

lmemperolehl lkepastianl lhukuml latasl lhaknya. 

3. Penyelesaianl lMelaluil lJalurl lNon-Litigasi 

Upayal lpenyelesaianl lnon-litigasi,l lmerupakanl lalternatifl lyangl lbanyakl 

ldipilihl lolehl lmasyarakatl lpesisirl lkarenal llebihl lsederhanal ldanl ltidakl 

lmemerlukanl lbiayal lbesar.l lSalahl lsatul lbentuknyal ladalahl lmusyawarahl ldesal 

lataul lmediasil lolehl lpemerintahl ldaerah. 

Musyawarahl lsemacaml lini,l lbiasanyal ldilakukanl ldenganl lmelibatkanl 

lpihakl ldesa,l lcamat,l lperwakilanl lBPN,l ldanl lwargal lyangl lterdampak.l 

lTujuannyal ladalahl lmencaril lsolusil lkeadilanl lsosial,l lbukanl lsekadarl 

lpenegasanl lstatusl lhukuml ltanah.97
l lMelaluil lforuml ltersebut,l lmasyarakatl 
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ldapatl lmengajukanl lpermohonanl lagarl lpemerintahl lmemberikanl ltanahl 

lpengganti,l lrelokasi,l lataul lbantuanl lkompensasi. 

Beberapal ldaerahl llain,l ltelahl lmenerapkanl lpendekatanl lserupa.l lMisalnya,l 

ldil lpesisirl lPekalonganl ldanl lSemarang,l lpemerintahl ldaerahl lmembentukl ltiml 

lkoordinasil lpenangananl ltanahl lterdampakl lrobl lyangl lbertugasl 

lmenginventarisasil llahanl lyangl lhilangl ldanl lmemfasilitasil lwargal lyangl linginl 

ldirelokasi.l lNamun,l ldil lDesal lSidogemah,l lmekanismel lsepertil linil lbeluml 

lterbentukl lsecaral lresmi.l lPemerintahl ldesal lhanyal lmencatatl ldaftarl ltanahl 

ltenggelaml ltanpal ltindakl llanjutl ladministratifl ldil ltingkatl lkabupaten. 

Meskipunl lbersifatl lnon-formal,l ljalurl lnon-litigasil linil lpentingl lkarenal 

lmenjadil lsaranal lkomunikasil lantaral lmasyarakatl ldanl lpemerintah.l 

lPendekatanl linil lmencerminkanl lprinsipl lhukuml lprogresifl lyangl ldikemukakanl 

lolehl lSatjiptol lRahardjo,l lbahwal lhukuml lharusl lmemberil lsolusil latasl lmasalahl 

lsosiall ldanl ltidakl lberhentil lpadal lprosedurl lkaku.98
l lDalaml lhall lini,l 

lmusyawarahl ldesal ldapatl lmenjadil ljembatanl lbagil lpemerintahl luntukl 

lmenyiapkanl lkebijakanl lperlindunganl ldanl lpenyelesaianl lyangl llebihl 

lkomprehensif. 

4. Penyelesaianl lMelaluil lJalurl lLitigasi 

Jikal lupayal ladministratifl ldanl lmusyawarahl ltidakl lmenghasilkanl 

lkepastianl lhukum,l lmakal lpenyelesaianl ldapatl lditempuhl lmelaluil ljalurl llitigasi.l 

lNamun,l ljalurl linil lcenderungl lmenjadil lpilihanl lterakhir,l lmengingatl lsebagianl 
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lbesarl lkasusl ltanahl lmusnahl ltidakl lmemilikil lobjekl lyangl ldapatl 

ldipersengketakanl lsecaral lkonkret.99 

Meskil ldemikian,l ljalurl llitigasil lmasihl ldimungkinkanl lapabilal lmuncul: 

a. Sengketal lkompensasil lantaral lwargal ldanl lpemerintahl lakibatl lrelokasi; 

b. Gugatanl lterhadapl lkelalaianl lpemerintahl ldalaml lmemberikanl 

lperlindungan;l latau 

c. Sengketal ladministratifl lterkaitl lpenetapanl lstatusl ltanah.100 

Peradilanl lyangl lberwenang,l ldalaml lkasusl linil lbergantungl lpadal lsifatl 

lperkaranya.l lJikal lberkaitanl ldenganl ltindakanl ladministratifl lBPN,l lmakal 

lmenjadil lkewenanganl lPeradilanl lTatal lUsahal lNegaral l(PTUN).l lJikal 

lberkaitanl ldenganl lgantil lrugi,l ldapatl ldiajukanl lkel lPeradilanl lUmum.l lNamun,l 

lpenyelesaianl ldil lpengadilanl lseringl lkalil ltidakl lefektifl lkarenal lprosesnyal 

lpanjangl ldanl lbiayanyal ltinggi,l lsementaral lmasyarakatl lpesisirl lyangl 

lterdampakl lumumnyal lmemilikil lketerbatasanl lekonomi.101 

Olehl lkarenal litu,l ljalurl llitigasil lsebaiknyal lmenjadil lalternatifl lterakhirl 

lapabilal ltidakl lditemukanl lsolusil ladministratifl ldanl lkebijakanl lpublikl lyangl 

ladil.l lPemerintahl ljustrul ldiharapkanl llebihl laktifl lmengedepankanl lpendekatanl 

lkebijakanl lyangl lhumanisl ldanl lsolutif.102 

5. Peranl lPemerintahl ldalaml lPenyelesaianl lTanahl lMusnah 

Negaral lmemilikil ltanggungl ljawabl lkonstitusional,l luntukl lmemberikanl 

lperlindunganl lkepadal lmasyarakatl lyangl lkehilanganl ltanahl lakibatl lbencanal 
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lalam.l lPasall l33l layatl l(3)l lUUDl l1945l lmenegaskanl lbahwal lsumberl ldayal 

lagrarial ldikuasail lolehl lnegaral luntukl lkemakmuranl lrakyat.l lHall linil 

lmenimbulkanl lkonsekuensil lbahwal lnegaral ltidakl lbolehl llepasl ltanganl lketikal 

lhakl latasl ltanahl lwargal lmusnahl lakibatl lfaktorl lalam. 

Dalaml lkonteksl lpenyelesaianl ltanahl lyangl lhilangl lkarenal lrob,l 

lpemerintahl lberperanl lsebagail lregulator,l lfasilitator,l ldanl lpelindung. 

a. Sebagail lregulator,l lpemerintahl lberkewajibanl lmenyusunl lregulasil lyangl 

lmengaturl lmekanismel lpenetapanl ltanahl lmusnahl ldanl lpenghapusanl 

lhaknya. 

b. Sebagail lfasilitator,l lpemerintahl lwajibl lmenyediakanl lsaranal lsepertil lpetal 

lspasiall lterbaru,l ldatal lgeologi,l lsertal lkebijakanl lrelokasil lataul lkompensasi. 

c. Sebagail lpelindung,l lpemerintahl lharusl lmenjaminl lagarl lwargal lyangl 

lkehilanganl ltanahl ltetapl lmemperolehl lhakl latasl ltempatl ltinggall ldanl 

lpenghidupanl lyangl llayak.103 

Dalaml lpraktiknya,l lkoordinasil lantarinstansil lseringl lkalil lmenjadil 

lkendala.l lKementerianl lATR/BPN,l lpemerintahl ldaerah,l ldanl lKementerianl 

lKelautanl lsertal lBadanl lInformasil lGeospasiall l(BIG)l lbeluml lmemilikil 

lmekanismel lterpadul luntukl lmenanganil ltanahl lmusnahl lsecaral lnasional.l 

lAkibatnya,l lpenyelesaianl lyangl lterjadil lbersifatl lsektorall ldanl lsporadis. 

Agarl lpenyelesaianl lhukuml llebihl lefektif,l ldiperlukanl lpembentukanl 

lregulasil lkhusus,l lmisalnyal ldalaml lbentukl lPeraturanl lMenteril lATR/BPNl 

ltentangl lPenetapanl lTanahl lMusnahl ldanl lPerlindunganl lPemegangl lHak.l 
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lRegulasil linil ldapatl lmenjadil lpedomanl lteknisl lbagil lseluruhl lKantorl 

lPertanahanl ldil lIndonesial ldalaml lmenanganil lkasusl lserupa.104 

6. Penyelesaianl lHukuml lBerbasisl lKeadilanl lRestoratif 

Selainl lpendekatanl ladministratifl ldanl llitigasi,l lpenyelesaianl lhukuml 

lterhadapl ltanahl lyangl ltenggelaml ljugal ldapatl lmenggunakanl lpendekatanl 

lkeadilanl lrestoratifl l(restorativel ljustice).l lPrinsipl linil lmenekankanl lpemulihanl 

lhakl ldanl lkeseimbanganl lsosial,l lbukanl lsemata-matal lhukumanl lataul 

lpenghapusanl lhak. 

Melaluil lpendekatanl lini,l lpemerintahl ldapatl lmenempuhl llangkah-langkahl 

lsebagail lberikut: 

a. Inventarisasil ltanahl lyangl lhilangl ldanl ljumlahl lpemiliknyal luntukl 

lmemastikanl lhakl lyangl lterdampak; 

b. Dialogl ldanl lpartisipasil lmasyarakatl ldalaml lperumusanl lkebijakanl 

lpenanganan; 

c. Pemberianl lhakl lprioritasl latasl ltanahl lpenggantil lataul llokasil lrelokasil lbaru;l 

ldan 

d. Pemulihanl lekonomil lmasyarakatl lpesisirl lmelaluil lprograml 

lpemberdayaanl lpascabencana.105 

Pendekatanl linil lsejalanl ldenganl lprinsipl lhukuml lprogresif,l ldil lmanal 

lhukuml ltidakl lhanyal lbersifatl lnormatif,l ltetapil ljugal lberfungsil lsebagail lsaranal 

lperlindunganl ldanl lkeadilanl lsosial.106
l lDenganl lmodell lkeadilanl lrestoratif,l 

 
104

l lBoedil lHarsono,l lOpl lCit.,l lhlml l462. 
105

l lHernadil lAffandi,l lOpl lCit.,l lhlml l225. 
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lmasyarakatl ltidakl lhanyal lkehilanganl lhak,l ltetapil ljugal lmemperolehl lbentukl 

lpemulihanl ldanl lpartisipasil ldalaml lkebijakanl lpublikl lyangl lmenyangkutl lhidupl 

lmereka. 

7. Upayal lPenyelesaianl lHukum 

Berdasarkanl lhasill lanalisisl lnormatifl ldanl lempiris,l lupayal lpenyelesaianl 

lhukuml lterhadapl ltanahl lyangl lhilangl lataul ltenggelaml lakibatl lrobl lidealnyal 

lmelibatkanl ltigal ltahapanl lkebijakanl lyangl lterintegrasi: 

a. Tahapl lpenetapanl ladministratif,l lBPNl lbersamal lpemerintahl ldaerahl 

lmelakukanl lverifikasil llapanganl ldanl lmenetapkanl ltanahl lyangl lbenar-

benarl lmusnah,l ldisertail lpembaruanl lpetal lpertanahan. 

b. Tahapl lpemulihanl lsosiall ldanl lekonomi,l lPemerintahl lmenyediakanl ltanahl 

lpenggantil lataul lprograml lrelokasil lbagil lpemegangl lhakl lyangl lterdampak,l 

ldenganl lmemperhatikanl lasasl lkeadilanl lsosial. 

c. Tahapl lpenguatanl lregulasi,l lPemerintahl lpusatl lperlul lmenerbitkanl laturanl 

lkhususl lyangl lmenjadil ldasarl lhukuml lpenghapusanl lhakl latasl ltanahl 

lmusnahl ldanl lpemberianl lkompensasi.107 

Upayal linil ldiharapkanl ldapatl lmewujudkanl lsinkronisasil lantaral lkepastianl 

lhukuml ldanl lperlindunganl lkeadilan.l lDenganl ladanyal lmekanismel lyangl ljelasl 

ldanl lberkeadilan,l lmasyarakatl lpesisirl lyangl lkehilanganl ltanahl lakibatl lrobl 

ltidakl lhanyal lkehilanganl lhakl lformal,l ltetapil ljugal lmendapatkanl ljaminanl 

lkeberlanjutanl lhidupl lsecaral lbermartabat.108 
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l lUripl lSantoso,l lOpl lCit.,l lhlml l63. 
108

l lMarial lS.W.l lSumardjono,l lOpl lCit.,l lhlml l84. 
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Berdasarkanl lhasill lpenelitianl lyuridisl lsosiologis,l lpenulisl lmenilail lbahwal 

lpenyelesaianl lhukuml lterhadapl ltanahl lyangl lhilangl lakibatl lrobl lmasihl lbersifatl 

lsektorall ldanl ltidakl lmemilikil ldasarl lhukuml lnasionall lyangl lseragam.l lBPNl ldanl 

lpemerintahl ldaerahl lseringl lkalil lbekerjal ltanpal lkoordinasil llintasl llembaga,l 

lsehinggal lprosesl lpenetapanl ltanahl lmusnahl ldanl lpemberianl ltanahl lpenggantil 

lberjalanl llambat.l lMenurutl lpenulis,l lsolusil lterbaikl ladalahl lpembentukanl 

lPeraturanl lMenteril lATR/BPNl ltentangl lPenetapanl ldanl lPerlindunganl lHakl 

latasl lTanahl lMusnah,l lyangl lmemuatl lprosedurl lverifikasi,l lpenghapusanl lhak,l 

ldanl lpemberianl lkompensasi.l lSelainl litu,l lpendekatanl lkeadilanl lrestoratifl 

lperlul ldiutamakanl lagarl lpenyelesaianl lhukuml ltidakl lberhentil lpadal 

lpenghapusanl lhak,l ltetapil ljugal lmencakupl lpemulihanl lsosial-ekonomil 

lmasyarakatl lterdampak. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan l 
Berdasarkanl lhasill lpenelitianl ldanl lpembahasanl ldiatas,l ldapatl lditarikl lbeberapal 

lkesimpulanl lsebagail lberikut:l l 

1. Kedudukanl lhukuml lhakl latasl ltanahl lyangl lmusnahl lakibatl lbencanal lrobl lberadal 

ldalaml lposisil ltelahl lhapusl lsecaral lmateriil,l lnamunl lbeluml lseluruhnyal ldihapusl 

lsecaral ladministratif.l lMenurutl lPasall l27l lhurufl lal lUndangl lUndangl lNomorl l5l 

lTahunl l1960l ltentangl lPeraturanl lDasarl lPokok-Pokokl lAgrarial l(UUPA),l lhakl 

lmilikl latasl ltanahl lhapusl lapabilal ltanahnyal lmusnah.l lDalaml lkonteksl lDesal 

lSidogemah,l lsebagianl lbesarl lbidangl ltanahl lyangl ltenggelaml lmasihl ltercatatl 

laktifl ldil lsisteml lpertanahanl lkarenal lbeluml ladanyal lmekanismel lformall luntukl 

lmenetapkanl lstatusl ltanahl lmusnah.l lHall linil lmenyebabkanl 
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lketidakharmonisanl lantaral ldatal lfisikl ldanl ldatal lyuridis,l lsehinggal 

lmenimbulkanl lketidakpastianl lhukuml lbagil lpemiliknya.l l 

2. Bentukl lperlindunganl lhukuml lbagil lpemilikl ltanahl lyangl lmusnahl lakibatl 

lbencanal lrobl lbeluml ldiaturl lsecaral lspesifikl ldalaml lperaturanl lperundangl 

lundangan.l lSecaral lumum,l lperlindunganl lhukuml ldapatl ldilakukanl lmelaluil 

ldual lpendekatan:l l 

a. Preventif,l lberupal lkebijakanl lpenataanl lruangl lpesisir,l lpembatasanl 

lpemberianl lhakl ldil lwilayahl lrawanl lbencana,l lsertal lupayal lmitigasil ldanl 

lpengawasanl lterhadapl labrasi. 

b. Represif,l lberupal lpenghapusanl ldatal ltanahl lmusnah,l lkompensasi,l lataul 

lrelokasil lbagil lmasyarakatl lyangl lkehilanganl lhaknya.l lNamun,l ldil 

llapanganl lperlindunganl linil lbeluml lberjalanl lefektifl lkarenal llemahnyal 

lkoordinasil lantarinstansil ldanl lbeluml ladanyal lregulasil lteknisl ltentangl 

ltanahl lmusnahl lakibatl lrob. 

3. Upayal lpenyelesaianl lhukuml lterhadapl ltanahl lyangl lhilangl lataul ltenggelaml 

lakibatl lrobl ldapatl lditempuhl lmelaluil ltigal ljalurl lutama,l lyaitul ladministratif,l 

lnon-litigasi,l ldanl llitigasi.l lJalurl ladministratifl ldilakukanl lolehl lBadanl 

lPertanahanl lNasionall lmelaluil lverifikasil llapangan,l lpemetaanl lulang,l ldanl 

lpenerbitanl lkeputusanl lpenghapusanl lhak.l lJalurl lnon-litigasil ldilakukanl 

lmelaluil lmediasil lataul lmusyawarahl lantaral lpemerintahl ldaerahl ldanl 

lmasyarakat,l lsedangkanl ljalurl llitigasil lmenjadil lalternatifl lterakhirl lketikal 

ltidakl ltercapail lkesepakatan.l lDalaml lperspektifl lhukuml lprogresif,l 

lpenyelesaianl lideall ladalahl lmelaluil lpendekatanl lkeadilanl lrestoratif,l ldil lmanal 
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lhukuml ltidakl lhanyal lmeniadakanl lhak,l ltetapil ljugal lmemulihkanl lkondisil 

lsosiall ldanl lekonomil lmasyarakatl lterdampak.l l 

 

 

 

 

B. Saran 

Berdasarkanl lhasill lpenelitianl ldanl lkesimpulanl ldil latas,l lpenulisl lmengajukanl 

lbeberapal lsaranl lyangl ldapatl lmenjadil lpertimbanganl lbagil lpihak-pihakl lterkait,l 

lsebagail lberikut:l l 

1. Bagil lPemerintahl lPusatl ldanl lKementerianl lATR/BPN,l lperlul lsegeral 

lmenyusunl lperaturanl lpelaksanal lkhususl lyangl lmengaturl lsecaral lrincil ltentangl 

ltatal lcaral lpenetapanl ltanahl lmusnah,l lpenghapusanl lhakl latasl ltanah,l lsertal 

lmekanismel lpemberianl lkompensasil lataul ltanahl lpenggantil lbagil lmasyarakatl 

lterdampakl lbencanal lalam.l lRegulasil ltersebutl lakanl lmenjadil ldasarl lhukuml 

lyangl lpentingl lbagil lseluruhl lKantorl lPertanahanl ldil lIndonesial lagarl ldapatl 

lmenindaklanjutil lkasusl lserupal ldenganl lkepastianl lhukuml lyangl lseragam.l l 

2. Bagil lPemerintahl lDaerahl lKabupatenl lDemak,l lperlul lmembentukl ltiml lterpadul 

lpenangananl ltanahl lmusnahl lakibatl lrobl lyangl lterdiril latasl lunsurl lpemerintahl 

ldaerah,l lBadanl lPertanahanl lNasional,l lDinasl lKelautan,l ldanl lBadanl lInformasil 

lGeospasial.l lTiml linil lbertugasl lmelakukanl lverifikasil llapangan,l lpemetaanl 

lulangl lwilayahl lpesisir,l lsertal lmemberikanl lrekomendasil lkebijakanl lrelokasil 

lataul lkompensasil lkepadal lmasyarakatl lyangl lkehilanganl ltanah.l l 
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3. Bagil lmasyarakatl lpesisirl lDesal lSidogemah,l ldiharapkanl luntukl laktifl 

lberkoordinasil ldenganl lpemerintahl ldesal ldanl lKantorl lPertanahanl ldalaml 

lprosesl lpendataanl ltanahl lmusnahl lsertal likutl lberpartisipasil ldalaml lkegiatanl 

lmitigasil lbencana.l lKesadaranl lhukuml ldanl lpartisipasil laktifl lmasyarakatl 

lsangatl lpentingl luntukl lmendorongl lterwujudnyal lperlindunganl lhakl lyangl 

lefektif.l l 

4. Bagil lakademisil ldanl lpenelitil lhukum,l ldiperlukanl lpenelitianl llanjutanl 

lmengenail lmodell lperlindunganl lhukuml lterhadapl lhakl latasl ltanahl ldil lwilayahl 

lpesisirl lyangl lterdampakl lperubahanl likliml ldanl lkenaikanl lpermukaanl llaut.l 

lKajianl ltersebutl ldapatl lmenjadil lmasukanl lilmiahl ldalaml lpenyusunanl 

lkebijakanl lagrarial lnasionall lyangl ladaptifl lterhadapl lbencanal lalam.l l 
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